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Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.
Contoh: 4l ditulis Ahmadiyyah

III. Ta’marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis 4 kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
Contoh: 4elea ditulis jama 'ah

2. Bila dihidupkan ditulis ¢
Contoh: «W ¥4l S ditulis karamatul-auliya'

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasra}éﬁmdmmah ditulis u

V. Vokal Panjang

AN

A panjang ditulis &, i p u panjang ditulis @, masing- masing

oy

dengan tanda hubung (

VI. Vokal Rangkap U VB”HJ@J

Fathah + ya’tanpa dua tltlk yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan fathah +

=TOMNIVERSITAS
VII. Vokal-Vokal Pend*@ﬂeﬂtﬂam satu kata Dipisahkan dengan

. ADNDONESIA

e ditulis mu'annas

UWEE,SITAS

VIII. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-
Contoh: Ol ditulis Al-Qura‘an

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah
yang mengikutinya.

Contoh: 4« ditulis asy-Sy7‘ah



IX. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
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0
-
>
<

UNIVERSITA S \
VISINOAN\ /

~

SR

UNIVERSITAS
ISLLAM
INDONESIA

Xi



ABSTRAK

GADAI SYARIAH DI INDONESIA
DITINJAU DARI KETENTUAN HUKUM ISLAM

Tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat akademik S.2.MSI
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Pinjam meminjam merupakan bagian dari tolong menolong dan merupakan
suatu hal yang wajar dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Termasuk dalam hal ini adalah pinjam meminjam
urusan barang ataupun uang. Pada masa Nabi Muhammad saw masih hidup
kebiasaan meminjam barang sering dilakukan, termasuk dalam perjalanan.
Kemudian Allah membolehkan kebiasaan tersebut dalam al-Quran dengan
disertai penjelasan bahwa bila ternyata dalam perjalanan seseorang bertransaksi
tidak secara tunai, tetapi tldak ditemukan seorang penulispun untuk
mencatatnya, maka dapat diganti de anya barang yang dipegang oleh

pemberi pinjaman. Barang yan ah yang kemudian ditafsirkan
dengan barang jaminan. Para w; ahas barang jaminan meliputi
segala benda yang dapat dijual, b erak maupun tidak bergerak,
berujud maupun tidak berujud. O

Di Indonesia, rahn diterjemahka an gadai syariah untuk memudahkan

penjajahan belanda, sehmgggfj yak mempengaruhi teori gadai
syariah. Oleh karena secara ‘teori ma; anyak mengadopsi teori gadai
konvensional, meskipun berlebel syanah maka gadai syariah pada pegadaian

ah dilih d
izﬁndﬁ‘hﬁmmlmsm*mlx&m

lingkup barang jaminan, inan dan pada pemeliharaan
barang jaminan, baik di pi 'n thak murtahin, hal tersebut
akan mempengaruhi laba yang didapat.

Kata kunci : gadai,lm,QaQMEa%.!«Qbengmbﬂan laba.

viii



ABSTRACT

SHARIAH PAWN IN INDONESIA
STUDIED FROM ISLAMIC STIPULATION

Oleh
Sapari
NIM : 09913109
This thesis is proposed in order to fulfill the academic requirement of
Master Degree of MSI Islamic University of Indonesia (UII) Yogyakarta

Lending each other is part of mutual assistance and as a natural is done by
human to manifest and fulfill human needing dially, including administration
of goods and money. When the prophet Muhammad saw lived, tradition of
lending of goods was often done, especially in trips, then Allah swt legalized
the mentioned tradition in the Al-Qur’an with explaining that if in the fact of
journey, a person transacts non-cash and there is no secretary to note it can be
altered by the good held, this is ca ollateral. The Islamic scholars of

moved or unmoved, real material or imp atenzﬂ,

In Indonesia, the rahn was translated by shariah pawn in order to easy
understanding for people. As|a theony, the pawn adopted from meaning
convensional pawn as a herita olonization, so have many of
affect shariah pawn theory. “Although' had (titled shariah, shariah pawn in
Indonesia still not suitable “to I ic law| stipulation wholly. The its
unsuitability mentioned was such as-scope of guaranty goods, its usage, its
breeding and maintenance otﬂmu ateral g gither side of rahin or murtahin.
All of those would affect profit shariah pawn procured

ramor? "UWS’I”P‘N ™
ISLAM

INDONESIA




KATA PENGANTAR

5ol Gyl e 2D sl g ¢ cpallall Gy i aal)
A ey alugatde &) Lo dtae gl gl ¢ ol yall

ATERA suga.a;.‘m}

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadhirat Allah SWT yang telah
banyak memberi nikmat yang tak terhitung jumlahnya, telah memberikan
kekuatan lahir dan batin kepada penulis untuk menyusun Tesis yang berjudul :”
Gadai Syariah Di Indonesia/DitinjauDari Ketentuan Hukum Islam .

Shalawat dan salam semoga tetap teércurah ke Rasulullah saw, keluarga,
shahabatnya hingga akhir zaman. Tesisini“disgsun di tengah berbagai musibah
yang penulis alami selama berusaha antuk meraih gelar pendidikan yang lebih
tinggi sejak penulis masih bertugas/di-Lampung sampai ke Yogyakarta hingga
saat ini, yang pasti jauh dari kesempurnaan,.yang akhirnya.atas kehendakNya
penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Penulis hanya bisa berusaha menurut
kemampuan yang telah Allah berikan kepada penulis, mudah-mudahan
semuanya itu membawa kepada-keberkahan“dan' Kemanfaatan bagi agama,
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai salah satu bagian dari pejabat penyelenggara negara, dalam rangka
meningkatkan keilmuan penulis di salah satu bidang hukum ekonomi syariah,
penulis telah berusaha sedapat dan semampu mungkin untuk memenuhi
tuntutan pekerjaan sebagai bekal menyelesaikan permasalahan di bidang
tersebut. Ilmu yang penulis dapat selama kuliah di Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Fakultas [lmu Agama Islam Universitas Indonesia yang
mengambil konsentrasi hukum bisnis syariah belumlah cukup untuk mengatasi
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persoalan dalam praktek peradilan di bidang ekonomi syariah. Meskipun
demikian, penulis akan berusaha untuk lebih memperdalam lagi dalam
berbagai macam literatur yang berhubungan dengan profesi pekerjaan.

Penulis sangat menyadari, bahwa menulis karya ilmiyah seperti tesis ini,
yang masih jauh dari kualitas, tidaklah mudah disebabkan kesibukan sehari-
hari dan kemampuan fisik penulis, serta berbagai mushibah yang penulis alami
sehingga terwujudnya tesis ini karena atas bantuan dan dorongan moral
berbagai pihak. Untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih sebesar-besarnya :

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku rektor UII Yogyakarta,

ISLAGA
2. Dr. Drs. H. Dadan Ml@qien, SH, MZ' um selaku Dekan Program

TA

Pascasarjana MSI UII Y

y % mbimbing Tesis yang telah
Z

0g
i

membimbing dengan arif dan mendorong ldg’b da penyelesaian tesis ini,
Z 2

3. Dr. Drs. H. Ahmad Darm irektur Program Pascasarjana

MSI UII Yogyakarta yang felz rikan surat ijin penelitian, meskipun
i i 8 R,

4. Drs. Syarif Zubaidah, ]\/I s EWIMS Program Pascasarjana MSI
e REORESIA

5. Kepada Team Penguji Tesis yang telah berkenan meluluskan tesis penulis.

6. Kepada sdr. Anwan Santosa, S. Ag selaku staf MSI Ull Yogyakarta yang
telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

7. Kepada istri yang telah memberikan dorongan dan doa serta spirit untuk
menyelesaikan tesis ini dan begitu pula kepada anak-anak tercinta penulis
serta kepada teman-teman di Pengadilan Agama Wates yang telah

mendoakan atas keberhasilan penulis memperoleh gelar S2 ini.
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Semoga semuanya mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT dan menjadi
tambahan pahala di sisiNya, amin.
Yogyakarta, = Oktober 2013
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pegadaian Syariah yang berlaku di Indonesia adalah pegadaian yang
berinduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990. Pegadaian
Syariah dibentuk sebagai salah satu bagian dalam rangka menyediakan
pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan

ngtﬂ&héMe&haan dan dengan menyalurkan

:lengan cara mudah, cepat, aman

berdasarkan prinsip

uang pinjaman atas

dan hemat'.

GNIVERSHA S

Pegadaian syari bagian dari lembaga keuangan

indarkan masyarakat dari praktek
o AT e v
Islam. Istilah rahn s ya @anjlan penyerahan barang untuk
dijadikan agunan dan asilitas pembiayaan yang diberikan setelah

didahului deLMQOQm& n, oleh karena itu rahn juga

dipakai dalam perbankan syariah, tetapi hanya berfungsi sebagai akad

pelengkapz.
Sebelum berdirinya pegadaian syariah telah berdiri pegadaian
konvensional yang merupakan warisan dari penjajahan Belanda. Setelah

Indonesia merdeka, lembaga pegadaian konvensional tetap diteruskan

' Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tentang Pegadaian

2 Syafi’i Antonio, BANK SYARIAH Dari Teori Ke Praktek, cet. 1 (Jakarta : Gema
Insani, 2001), hal. 130



hingga saat ini dan mengalami beberapa perubahan dari bentuk usahanya.
Sebagai warisan penjajah Belanda, tentu terpengaruh dengan model
operasional yang diciptakan oleh penjajah Belanda. Salah satu contoh
diantaranya adalah mengenai sewa modal yang diujudkan dengan adanya
bunga yang dihitung dari banyaknya pinjaman tanpa memperhatikan
peruntukannya dan apakah nasabah untung atau tidak.

Setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 di atas yang

membawa misi menghindarkan masyarakat dari praktek gadai gelap, ijon

dan transaksi lainnya ﬂrd@hﬁwn@ip syariah, maka mulailah timbul

AS

gagasan untuk men pegadaian syariah yang dalam

operasionalnya tidak di ya modal, tetapi berdasarkan atas

sewa (ujrah) tempat

barang jaminan. Oleh karena itu

LJL@Lngat urgen karena dari sinilah
= ORIVERS T“T“’,&f‘ e Jomioen e

berlaku di pegadaian é ariah saat ini adal

- Barang perhlasan sepem perhiasan yang terbuat dari emas, intan,
mutiara, M mgﬁ I A

- Barang rumah tangga, sperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan
atau kunum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman dan
sebagainya.

- Barang-barang elektronika, seperti radio, tape recorder, video player,
televisi, komputer dan sebagainya.

- Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan
sebagainya.

- Barang-barang lain yang dianggap bernilai.



Semuanya dalam bentuk benda bergerak, sedangkan mengenai jaminan

berupa barang tidak bergerak belum diterima sebagai barang jaminan

dengan berbagai alasan’, yaitu :

1. Berdasarkan kebijakan tertulis dari direksi, sehingga pemohon gadai
hanya dapat mengajukan jenis-jenis jaminan tertentu saja.

2. Dihkhawatirkan menimbulkan adanya kesulitan di kemudian hari.

3. Kesulitan dalam penilaian, pengawasan, dan ketidakstabilan harganya

pada saat dieksekusi (dilelang).

4. Memerlukan pera kﬁhﬁeﬁfeiﬁaan yang khusus dan mahal;

dan
c e O

. Prospek eksekusi L;ata gannya tidak baik, antara lain

kuantitas secara mudah;

ot IR P ETL ST e o
kepada penyedia d‘inéniurtamE: dﬁ penyerahan barang jaminan.

Pihak Pegadaian yang menerima permintaan dana tersebut akan
memproses mglm!@ jaminan, selanjutnya
murtahin akan mencairkan dana tersebut sesuai dengan nilai taksiran
disertai batas waktu pelunasan sesuai dengan kesepakatan. Barang
jaminan akan disimpan di tempat yang aman dan dalam hal ini tugas

pegadaian syariah hanya mengamankan barang jaminan sebagai suatu

? Sasli Rais, PEGADAIAN SYARIAH, Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian
Kontemporer), cet. tahun 2008 (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hal. 160

* Ibid.



amanat dan akan menjaga jangan sampai barang jaminan tersebut
musnah atau susut nilai jualnya.

Pegadaian syariah tidak dapat memanfaatkan barang jaminan tersebut
menjadi sesuatu yang lebih produktif tanpa izin rahin. Di samping itu
pegadaian syariah juga akan mengasuransikan barang jaminan tersebut
yang diambil dari nasabah.

Berdasarkan Fatwa DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor : 25 /
DSN-MUI / III / 2002 tentang Rahn dalam ketentuan umumnya

menyatakan bahwa rﬂg‘talﬁh-ﬁe%hak\lenahan marhun sampai utang

dilunasi; marhun dan menjadi milik rahin sehingga

marhun tidak boleh murtahin kecuali seizin rahin

dengan tidak mengut dan pemanfaatannya sekedar

pengganti biaya pemeli

pe“”"“@NT’V‘I‘:’“’R“’ST’I‘“KS‘“ o

murtahin dengan ig dari T Axsar biaya pemeliharaan dan
penyimpanan marhun tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman; bila

telah jatuh tlm Qaggmgﬁ ﬁperingatkan rahin agar
segera melunasi; bila rahin tetap tidak dapat melunasi barang jaminan
dijual paksa sesuai syariah; hasil penjualan digunakan untuk melunasi
utang dan biaya lainnya; bila ada kelebihan menjadi milik rahin dan
kekurangannya menjadi kewajiban rahin; bila terjadi perselisihan maka
diselesaikan melalui arbitrase syariah.

Berdasarkan Fatwa DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor : 26 /

DSN-MUI / III / 2002 tentang Rahn Emas bahwa ongkos dan biaya



penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai; besarnya didasarkan
atas pengeluaran yang riil diperlukan berdasarkan akad ijarah.
Berdasarkan Fatwa DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor : 68 /
DSN-MUI / TII / 2008 tentang Rahn Tasjily bahwa murtahin hanya
menyimpan surat kepemilikan dengan tanpa pemindahan kepemilikan
barang jaminan, murtahin dapat melakukan penjualan terhadap barang
jaminan bila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya; pemanfaatan

oleh rahin dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan; murtahin dapat

meminta biaya penyi kepemilikan barang jaminan

zaman Nabi Muh iaqu sendiri sebagai pelaku gadai,

meskipun masih da%l%ﬂiﬂﬂan&, demikian halnya dengan

jaminm] b,l’ merwrbb\dg hadis. Dalam al-
Quran juga telah ' gjﬁ Ay kebolehan menjalankan praktek

pegadaian.’
Setelah meagau g‘a§ Lﬁcgadaian berkembang

baik pelaku maupun jenis barang jaminan yang meliputi barang bergerak,

barang tidak bergerak, binatang ternak, tanaman tumbuhan beserta
buahnya. Kasus yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw menjadi
contoh motif konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti
halnya Nabi sendiri menggadaikan baju besinya demi memenuhi
kebutuhan konsumtif, tetapi belum dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Para ulama figh telah mengembangkan konsep rahn sehingga menjadi

’ QS. Al-Baqarah (2): 283



luas jangkauan dan cakupannya, tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif
tetapi juga kebutuhan produktif bahkan investasi. Barang yang dijadikan
jaminan juga diperluas sehingga meliputi baik benda bergerak maupun
benda tidak bergerak.

Menurut hukumnya, barang gadai sebagai jaminan, harus berada pada
penerima gadai dengan tujuan agar penerima gadai tidak ada
kekhawatiran atas harta yang dipinjamkannya kepada penggadai. Dalam

al-Qur’an mengenai hal ini dinyatakan dengan lafaz “farihanun

magbudhah” yang bf 1|§hfzﬁlg~/\geu:l\a1 harus dipegang oleh penerima

dai dan lafaz “fai
gadai afaz alnv) 0«1@

a’dhan” mengandung arti untuk

WM’WNTV‘E'F{”’ST“T‘K e pendiain
penitipan barang, iaan §Iﬂ:muaian emas eksekutif yang

terjamin kualitas dan easliannya. Di samping itu, Pegadaian Syariah di
Indonesia ymgg‘m;%esm Syariah™® masih
terbatas pada barang bergerak tertentu dan dapat dipindahkan secara
manual artinya barang dapat diserahkan kepada penerima gadai.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata secara teori
pegadaian syariah di Indonesia masih terbatas kepada penyaluran dana
dengan jaminan benda bergerak tertentu yang dapat diterima sebagai

benda jaminan, hal ini akan penulis angkat dalam tesis ini.

® Sasli Rais, PEGADAIAN SYARIAH, Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian
Kontemporer), hal. 117



. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah
apakah gadai syariah di Indonesia secara teori telah sesuai dengan

ketentuan hukum Islam?

. Tujuan Pembahasan

1. Agar konsep gadai syariah yang telah ditentukan dalam hukum
ekonomi Islam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Ruang lingkup barang jaminan dalam pegadaian syariah diperluas
tidak hanya ba:a.rg bé%eiéquaja tetapi meliputi barang tidak
bergerak sesuai den %n él

5ily.

riba, praktek gadai gelap dan

segala bentuk trans leh hukum I[slam.

. Manfaat AJ%:J Jﬁiﬂjtﬁj

Adapmtvmi Tbm ahas masalah ini

adalah : g

1. Mengetahui seluk beluk pegadaian syariah dimana dapat
gk o | £

2. Memperluas wawasan tentang ruang lingkup hukum jaminan
dalam pegadaian syariah seperti yang dikehendaki olrh al-Quran
dan Hadis.

3. Dapat bagi pihak pegadian syariah karena dengan banyaknya
benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang yang tidak
hanya barang berrgerak, tetapi meliputi pula benda tidak bergerak
dan benda-benda lain yang dibolehkan dan dihalalkan berdasarkan

syarak dan yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi



kekurangan dana yang bebas dari unsur riba. Sedangkan bagi murtahin
dapat dijadikan wacana pengembangan produk pegadaian syariah di

Indonesia di masa yang akan datang.

Telaah Pustaka
Mengenai pegadaian syariah ini telah ada beberapa telah ada karya
ilmiyah baik sebagai skripsi maupun tesis, yang penulis kelompokkan

menjadi beberapa tinjauan sebagai berikut :
1. Tinjauan dari segi @nﬁh‘s‘f\"’\

i

pegadaian syariah 1@1 se untan i

Lisnawati telah

peneli@nNIst E’R@F&Tﬂﬂ ik konvensional
maupun syari’ah,l Slﬁan Aakm pendapatan diakui secara

acrual dan neraian ac basis tlg melanggar prinsip syari’ah,

tetapi dapat membantu membe orma51 secara obyektif dan benar
dalam menghitung kekayaan untuk menentukan besar kecilnya zakat

dengan memperhatikan prinsip keadilan.’

2. Tinjauan dari segi pelelangan :
a. Penelitian yang dilakukan oleh A. Aila Rezannia adalah

mengenai lelang benda jaminan pada pegadaian syari’ah Mlati,

" Lisnawati, Akuntansi Pendapatan Pegadaian pada Perum Pegadaian Makassar,
Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.



Sleman dalam bentuk skripsi yang pada pokoknya membahas
tentang perubahan fungsi sosial pada pegadaian menjadi fungsi
komersial yang mengambil keuntungan dengan memungut riba,
dan pembahasan lain-lain. Dalam penelitiannya disimpulkan
bahwa dalam prakteknya pegadaian syari’ah Mlati menerapkan
sistem penjualan. Bagi barang tergadai yang jatuh tempo, tetapi
tidak ditebus penggadai, maka pihak pegadaian syariah akan

menjual barang tergadai tersebut sebagai salah satu upaya

pengembalian @ngLpﬁj}?nap beserta jasa simpan barang

%ﬁ#filguasl sampai batas waktu jatuh

njul(lnlm marhun dialokasikan untuk

melunasi uang -pin pan, dan biaya lelang, terdiri

dari 1% untuk béé»ﬂ ﬁ;&ﬁg 1% untuk bea lelang pembeli,

I EERR G P 2 G e,
maka mcnjad" glilw harus dikembalikan kepada

pemlhknya 6&# §as telah pula dibahas oleh
Syamsxm 1

dalam penelitiannya ter adap Pelaksanaan Lelang

tergadai yang

tempo. Selanju

Emas Sebagai Obyek Rahn di Pegadaian Syari’ah Kusumanegara
Yogyakarta, tetapi tidak disebutkan hasil penelitiannya tersebut

dalam situs websitenya.’

®Aila Rezannia, Analisis Pelelangan Benda Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah
Cabang Mlati, Sleman, Jogjakarta, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (Stain) Surakarta, 2006, hal. 80-81

*Syamsi Dhuha, Pelaksanaan Lelang Emas Sebagai Obyek Rahn Di Pegadaian
Syari’ah Kusumanegara Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, tahun 2009 (skripsi)



b. Yayah Kamsiyah mengadakan penelitian terhadap Proses
Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Cabang
Indramayu dalam bentuk skripsi yang pada pokoknya
berkesimpulan bahwa :

- Proses lelang barang jaminan dilakukan dengan jual beli yang
didahului dengan tawar menawar harga di depan umum,
sedangkan pemenangnya adalah penawar yang mampu menawar

dengan harga tertinggi. Bila ada kelebihan dari hasil lelang

barang janﬁn@e@bﬁﬁ'\ﬁa@:elebihan tersebut dikembalikan

g Z
kepada nasabag. 8
x Z

- Dalam Pegiﬁhi nsional pelelangannya dengan
L

sistem jual ya diberikan kepada penawar

yang

OTRTETR S1 145 S 1o
nasabah yarge ih dul mxakxkan kesepakatan dengan pihak

Pegadaian Syariah tersebut meskipun setelah kesepakatan

ters-!lm,Q Q\m %%Jﬁw% dengan harga yang
lebih tinggi .

c. Abdur Rahman meneliti pelaksanaan Pegadaian Branta Kabupaten

Pamekasan dalam hubungannya dengan jaminan fidusia untuk

pelunasan utang-piutang dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan

fidusia harus didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996

° yayah Kamsiyah, Skripsi, Analisis Perspektif Syariah Terhadap Proses
Lelang BarangJaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu

10
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tentang Hak Tanggungan dan Kantor Pegadaian tersebut telah

melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut'’.

3. Tinjauan dari segi mekanisme pegadaian :
a. Siti Mukaromah mengadakan penelitian terhadap persoalan
mekanisme  Gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syariah
Landungsari Kabupaten Malang dalam bentuk skripsi yang pada

pokoknya berkesimpulan bahwa mekanisme operasional gadai

di Pegadaiafy, Syhri'sh' Lahdungsari dalam hal akad
7

menggunakar ri’ah, yaitu akad rahn dan akad

ijjarah. Dalan membayar biaya administrasi

yang besarny ah pinjaman, sedangkan biaya

pemellharaan M@lmg berdasarkan nilai barang

ONFVERST 28 S = =
ditentukan (Ilg'll'f PeAadan

b. Mengenai mekanisme operasional Pegadaian  Syari’ah
did MQaQ mﬁ%mmml

4. Tinjauan terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi, Tri

Pudji Susilowati telah meneliti pelaksanaan gadai dengan sisten
syari’ah di Perum Pegadaian Semarang dalam bentuk tesis antara
lain tentang pelaksanaan eksekusi gadai syari’ah bila terjadi
wanprestasi nasabah dengan kesimpulan bahwa lelang akan

dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan

“Abdur Rahman, Pelaksanaan Perjanjian Utang-Piutang Dengan Jaminan Fidusia
dalam Praktek di Perum Pegadaian Branta Kabupaten Pamekasan, Tesis Program
Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 1997.
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penerima gadai (rahin) masih tidak dapat melunasi uang
pinjamannya (marhun bih), maka akan dilakukan proses pelelangan
barang gadai atau jaminan (marhun). Lelang dilakukan setiap
bulannya, proses dan tata cara lelang di Pegadaian Syariah pada
dasarnya sama seperti lelang umum, penawar yang membeli
dengan harga tertinggi berhak untuk membeli. Akan tetapi dalam
lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Semarang

khususnya, dilakukan dengan cara penawaran amplop tertutup.

5. Tinjauan dari se@eﬁ}a’ﬁ\ﬁf\ b} dari pihak Pegadaian Syari’ah

kepada konsumen % L@ iknya, telah ditelti oleh Masnuatul

Khoiriyah dengadﬁ Ju Pelayanan Perum Pegadaian

Syari’ah Terhada nen dalam bentuk skripsi yang

ngﬂ Syari’ah di Cabang Malang

Y R T G
terhadap nasabfslﬁt ﬂm terhadap loyalitas nasabah

terhadap Pegadalan Sén ah. Keeratan tersebut dinilai 0.732, maka

semakm tinggi ;

Nasabah terhadap Pegadaian Syari’ah.'”

At
merupakan studi

pelayanan semakm inggi pula loyalitas

6. Penelitian Pegadaian Syari’ah ditinjau dari segi penerapan
akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syari’ah Mlati tentang
pelaksanaan pembiayaan Mulia dengan akad murabahah dan rahn

serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam lapangan oleh

"?Masnuatul Khoiriyah, Analisis Pelayanan Perum Pegadaian Syari’ah Terhadap
Loyalitas Konsumen (Studi Pada Pegadaian Syari'ah Di Cabang Malang), Skripsi
Jususan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2010
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Mukhlas. Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa
pelaksanaan akad murabahah dan rahn di Pegadaian Syari’ah
Mlati tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Mekanisme
peminjamannya telah diatur secara sederhana, prosedur mudah,
akad secara tertulis, pembiayaan / hutang dengan jaminan barang
yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin dan
isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta pembiayaan

tidak mengandung gharar>. Mengenai pembiayaannya, Pegadaian

Syari'ah Milati mefieliti Karakiet, @pampuan, kondisi, agunan dan

kepercayaan vy % p didasarkan atas kejujuran,
mi syari’ah.

Sedangkan :anen tan| yang dialami oleh Pegadaian

Syari’ah Mlati d%%&ﬁéﬂ@ba terdapat beberapa hal yang

“"URIVERSITAS

a. Pendapat huk sebagian ma yar at yang menganggap bahwa

penggabungan al-aﬂaﬁkam murabahah dengan akad rahn
emdNEAQNES A

b. Dari pihak pegadaian tidak menjelaskan mengenai blanko yang
telah diisi oleh Nasabah beserta akibat hukumnya.

c. Belum adanya tempat penyimpanan yang memenuhi syarat
keamanan, apalagi Pegadaian Syari’ah tidak menarik biaya sewa

tempat.

13Mukhlas, Implementasi Gadai Syariah Dengan Akad Murabahah Dan Rahn (Studi
Di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta)
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d. Pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah kurang
disosialisasikan.
e. Masyarakat sering terlambat membayar angsuran, sehingga kena
denda keterlambatan.
7. Mengenai analisis bauran pemasaran dan kualitas jasa pada perum
pegadaian, Ahyani billah membahas tentang suatu kasus dalam Perum
Pegadaian Cabang Ciputat dan Perum Pegadaian Cabang Syari’ah

Dewi Sartika'* dengan kesimpulan bahwa :

a. Konsep pema @MS%AM P@daian dengan buku pedoman

Z
O'h memperoleh BUMN Award

materi kreatif p duz)i ta

sebagai the best|mark ilakukan oleh majalah Business

. JZ ;
Review, meskipun be . katergori perusahaan IMC

disebabkan belumjmwitfaﬁan seluruh lini  komunikasi

URNIVERSITAS
b. Perum Pegadeiig elah Knﬁi perencanaan pemasaran

yang meliputi bauran komunikasi personal, CS pada beberapa
cabanglmmrglﬂﬁl§claﬁ materi panduan serta
bauran desain perusahaan, namun jarang melakukan promosi
penjualan untuk mengikat nasabah.

c. Faktor keterdesakan kebutuhan yang meliputi biaya pendidikan,

kesehatan mempengaruhi kecepatan memperoleh dana tunai,

ldAhyani Billah, Analisis Bauran Pemasaran Dan Kualitas Jasa Pada Perum
Pegadaian (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Ciputar Dan Perum Pegadaian
Cabang Syari’ah Dewi Sartika Jakarta), Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan
Manajemen Insitut Pertanian Bogor, 2008.
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untuk pegadaian syari’ah sebagian nasabah tetap setia karena
bebas riba.

Atribut kemudahan lokasi dan transportasi, kecepatan dan
ketanggapan pegawai dalam melayani nasabah serta keramahan
dalam pelayanan telah terlaksana, sedangkan nilai kinerja nasabah
menduduki posisi pertama, keamanan barang jaminan sebagai
posisi kedua dan penanganan keluhan nasabah sebagai posisi

ketiga.

Hal yang tersebfit dﬁbﬂAMg@fit di atas ditambah dengan

g
lingkungan yan (‘:/Eapi .O sebagai atribut yang penting
perlu dipertah anakan dengan baik oleh

perusahaan.

Atribut kemudaham,],wMJL@L banyaknya media promosi,

mT?NIWE;FzgiT {Eilgg tidak perlu
mendapat prlor' gtnﬁam aikan

Mengenai penampilan karyawan, jarak dari tempat duduk ke
lokasi lm.pteQ mga§lﬁaik, tetapi nasabah

mennganggap hal ini tidak pernting dan tidak perlu bersusah

payah dalam peningkatannya.

Yang perlu mendapat urutan pertama dalam pelayanan terhadap
nasabah adalah ketepatan taksiran, kesesuaian besar bunga /
biaya, kemudahan tempat perusahaan, surat bukti kredit yang
informatif dan laporan dan informasi yan cepat diterima perlu

mendapat prioritas utama.
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8. Mengenai kesulitan yang dihadapi oleh pihak kantor pegadaian telah
ada penelitian yang dilakukan oleh Hanisisva'® dalam bentuk skripsi
tentang pelaksanaan gadai syari’ah pada Perum Pegadaian Syari’ah
yang merupakan studi kasus di Pegadaian Syari’ah Cabang Ujung
Gurun Padang dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai syari’ah
di Kantor Pegadian tersebut telah berdasar Fatwa DSN Nomor
25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn. Sedang kesulitan yang dihadapi

adalah nasabah lalai dalam membayar angsuran sehingga harus

diadakan pendekatag petsuasifi 0@ pihak Pegadaian Syariah,
Z

kemudian diberi ten&[an masih tetap tidak merespon
(7))

: . . o
maka Pegadaian Syan’ penarikan barang jaminan.

Apabila sampai dilak i benda jaminan tersebut tidak

mencukupi guna pel%}%‘@%ibaﬁ membayar, nasabah tetap

terikat WWE ﬁ gglnﬁgh Ear ibayarkan kepada

Pegadaian Syariah. Selama pembayaran masih berjalan, maka barang-

barang yang dijarjlkan jaminan waMasuransikan oleh Pegadaian
Syari’ah paLM(QQPMEﬁlApﬁnsip syari’ah untuk
mengantisipasi jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilang /
rusak / tidak dapat dipakai.
Berdasarkan telaah pustaka tersebut di atas, maka penulis
berkesimpulan bahwa permasalahan yang tersebut dalam tesis ini yang
membahas tentang “Gadai Syariah di Indonesia Ditinjau Dari Ketentuan

Hukum Islam” belum ada yang membahasnya.

“Hanisisva, Pelaksanaan Gadai Syari’ah Pada Perum Pegadaian Syari'ah, Studi
Kasus di Pegadaian Syari’ah Cabang Ujung Gurun Padang, Program Kekhususan
Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011
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F. Kerangka Teoritik
Tesis ini adalah kajian teoritik, oleh karena itu dalam tesis ini hanya
membahas apakah teori gadai syariah di Indonesia apakah telah sesuai
dengan teori rahn dalam al-Qur’an dan al-Hadis sebagaimana telah
dijabarkan oleh para ulama fiqih atau belum, sebab sebagaimana telah
diuraikan di atas, kata “gadai” di Indonesia hanya untuk menjelaskan
pemahaman tentang teori rahn yang bersumber dari al-Qur’an dan al-
aﬂél{-aﬁbﬁth/zp\ra ulama figih sesuai dengan

Hadis kemudian dik

barang jaminan, pemeli

““@NiVE FRSTAS o o™
kemudian dltransl:lfgr_da!am A}asa Indonesia menjadi kata

“ruhun”. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, makna ruhun berarti
menggadmkalmNme mgx§xl®but pinjam meminjam
dengan jaminan baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Asal mula
adanya rahn adalah bermula dari pernyataan ayat al-Qur’an tentang
perjalanan (musafir) dimana seseorang ingin bertransaksi tidak secara

kontan, tetapi tidak ada orang yang dapat dijadikan saksi sebagai

'%Syekh Abdullah Al-Bassam, Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, cetakan
kelima, tahun, Makkah : Maktabah al-Asadi, 1423, KSA, juz 4, hal. 460.
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penulis'’, termasuk dalam hal ini adalah bila ditemukan penulis tetapi
tidak mendapatkan kertas untuk menuliskannya atau tidak dapat
menemukan tinta (alat tulis), maka murtahin dapat memegang barang
jaminan sebagai tanggungan dan berfungsi sebagai ganti sebagai catatan
yang dipegang oleh murtahin. Dari sini dapat disimpulkan bahwa
transaksi rahn tidak akan terjadi kecuali setelah barang jaminan dipegang
oleh murtahin, maka bagi rahin harus menyerahkan benda yang dapat

dijadikan pegangan oleh murtahin. Maksud dari pegangan yang terdapat

dalam hadis tersebut @a]bﬁl-a@a}/\m}adl bukti bagi murtahin dan

sebagai pengganti penuh:s b&ahgeqadx transaksi antar dua orang

CC
dalam suatu per_]alanam L

Dalam suatu hadis &wa dart Anas r.a dalam kitab Sahihain

bahwa Rasulullah saw m&dﬂﬂmaju besinya digadaikan kepada

= (S TR S TS e o
tiga puluh wasaq !( Nﬁb Kxggadalkannya untuk makan

keluarganya. Disebutkan dalam ayat juga bahwa jika rahin dan murtahin

saling percayJ mmgmﬁ%nmaikan amanatnya.

Asy-Sya’bi menyatakan bahwa apabila sebagian saling mempercayai

maka boleh tidak melakukan catatan atau tidak mengadakan persaksian
dan hendaknya yang memegang barang jaminan menunaikan amanatnya.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para pemilik kitab sunnah melalui
riwayat Qatadah dari Al-Hasan, dari Samurah bahwa Rasulullah saw

bersabda “Penerima bertanggungjawab atas apa yang diambilnya hingga

"Team Tafsir UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Al-Quran dan Tafsirnya,
Penerbit UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 1995, Jilid. 1 Juz 3, hal.493
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ia mengembalikannya”. Dalam ayat juga disebutkan ancaman bagi yang
menyembunyikannya sebagai orang yang berdosa hatinya.'®

Para ulama figh berbeda pendapat dalam memberi arti rahn. Ulama
Malikiyah berpendapat bahwa rahn adalah harta yang dijadikan oleh
pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama
Hanafiyah berpendapat bahwa rahn adalah menjadikan sesuatu sebagai
jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai

pembayar, baik seluruh maupun sebagian. Ulama mazhab Syafi’iyah dan

M adalah menjadikan materi

a
7

g Z
sebagai jaminan utang %an&di%dikan pembayar utang apabila
04

orang yang berutang tid

ulama Hambaliyah bex@ldh%htﬁbéhw

- utangnya itu'’.

a mazhab tersebut, maka

Berdasarkan berbaj

setidaknya terjadinya

" ORIVERSITAS
pendapat dalam pcnfglgkin unsx—xsur tersebut. Jumhur ulama

menyatakan bahwa rukun ada empat, yaitu shigat, orang yang
berakad, hmjymggmﬁrl ﬁg Ulama Hanafiyah
berpendapat bahwa rukun rahn hanya dua, yaitu ijab (pernyataan
penyerahan barang oleh pemilik barang) dan kabul (pernyataan kesediaan
memberi utang dan menerima barang agunan. Untuk kesempurnaan rahn
maka diperlukan al-qabdh dari pemberi utang, sedangkan orang yang

melakukan akad, harta yang dijadikan agunan dan utang dikategorikan

'® www.kampungsunnah.com, Tafsir Ibnu Kasir, juz 3 hal. 204-208

"*Sutan Remy Sjahdeiny, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, cet.2 (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), hal. 76
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sebagai syarat ar-rahn. Para ulama figih mazhab empat juga berbeda
pendapat mengenai kriteria masing-masing unsur tersebut, yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Hal yang harus dipenuhi oleh Rahin adalah :

- Cakap bertindak secara hukum, menurut jumhur ulama dalam hal
ini telah akil baligh dan berakal. Menurut ulama Hanafiyah, kedua
belah pihak yang berakad hanya agil saja, tidak perlu baligh.
Konsekuensinya anak kecil yang telah mumaiyiz boleh melakukan

akad rahn bila telah mkﬁﬂapm'{zul\an walinya.

2. Hal yang harus dipe

a. Menurut ulama tidak boleh dikaitkan dengan

syarat tertentu an masa yang akan datang,

Karena akad rahn'Sainp fégs| AKad jual beli. Konsekuensinya, bila

"ONIVERSITAS™ = =

syarat tertentu maka syarat tersebut batal, sedangkan akadnya tetap
sah. Contohnyz!%léﬂ'oﬁg\ yang berutang mensyaratkan jika
tengganlleME&An terbayar, maka rahn
diperpanjang sampai satu bulan, atau pemberi utang mensyaratkan
harta agunan itu boleh dia manfaatkan.

b. Menurut pendapat ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah,
bila syarat tersebut mendukung kelancaran akad, maka dibolehkan,
sebaliknya bila syarat tersebut bertentangan dengan karakter rahn
maka syaratnya batal. Atas dasar pemikiran demikian, maka adanya
persyaratan perpanjangan satu bulan dan kebolehan pemanfaatan

marhun tidak sesuai dengan tabiat rahn. Tetapi bila murtahin
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meminta syarat disaksikan oleh dua orang saksi maka dibolehkan,
sebab dapat memperlancar jalannya rahn. Termasuk ke dalam
syarat yang batal adalah apabila setelah j‘atuh tempo dan utang
belum terbayar tidak boleh dijual, maka syarat demikian menjadi
batal.
3. Hal yang harus dipenuhi dalam hal marhun bih :
a. Merupakan hak yang harus dikembalikan kepada murtahin.

b. Utang tersebut dapat dilunasi dengan agunan tersebut.

¢. Utang tersebut ]el@déﬁkeﬁehﬁl \

4. Hal yang harus diperﬁ'flu rﬁllhun (barang jaminan), menurut
para ulama figh hary

a. Barang jaminan t

jumlah umnglyafuwﬂjﬁﬂj @J

i ‘f‘g) RIVERSITA g dmefte
" ISLLAM

c. Barang jaminan tersebut jelas dan tertentu.
d. Barang mgg mgéLﬁ berutang.

e. Barang jaminan tersebut tidak terkait dengan hak orang lain.

dan nilainya seimbang dengan

f. Barang jaminan tersebut merupakan kesatuan yang utuh dan tidak
tersebar di berbagai tempat.
g. Barang jaminan tersebut dapat diserahkan baik materi maupun
manfaatnya.
Sedangkan untuk kesempurnaan rahn, menurut para ulama figh, jika
barang jaminan secara hukum telah berada di tangan pemberi utang (al-

gabdh), baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan uang telah
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diterimakan kepada si berhutang. Sehubungan dengan hal tersebut

keberadaan barang jaminan pada pemberi utang adalah hal penting

sebagaimana tersebut dalam al-Qur’an (farihanun magbudhah). Untuk al-

gabdh disyaratkan :

1. Al-gabdh tersebut atas izin orang yang merahnkan.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad al-qabdh cakap bertindak
hukum pada saat terjadinya al-qabdh.

3. Barang tersebut tetap berada pada penguasaan murtahin.

Ketiga syarat terse@ kﬂteﬁn&aka/n\ oleh ulama mazhab Hanafi,

Z
bali
O
%Iabi Muhammad saw, barang

20

mazhab Maliki dan Dalam hukum Islam,

sebagaimana telah dic

jaminan adalah dapat rak, cq baju besi beliau, hewan

ternak sebagaimana dnaﬁgﬁ“ﬂ{&éﬁﬂ@ﬂlabn, buah-buahan berdasarkan

= ONIVERSITAS ™ ™

bertambah luas dengan syarat bermanfaat dan halal, sehingga para ulama

bersepakat bahwa s!ga a lﬁ) a yang dapat diperjualbelikan dapat
dl]&dlkﬂﬂ]mlmoNESIA

Tetapi setelah barang jaminan berada pada penguasaan murtahin, para
ulama juga berbeda pendapat mengenai kewenangan rahin sebagai
pemilik barang jaminan untuk memanfaatkan atau memeliharanya,
begitu pula murtahin sebagai penguasa barang dan masing-masing
mempunyai argumentasi. Sebagian berpendapat pertama mengemukakan

bahwa meskipun barang jaminan berada pada penguasaan murtahin, rahin

?® Nasrun Haroen, figh Muamalah, cet. 2 (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal.
254 -256
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tetap dapat memanfaatkan barang tersebut yang berkapasitas sebagai
pemilik barang. Sebagian pendapat kedua mengemukakan bahwa rahin
tidak dapat memanfaatkan barang jaminan yang berada pada penguasaan
murtahin karena rahin tidak berkuasa penuh terhadap barang jaminan
tersebut. Demikian pula sebaliknya terhadap kewenangan murtahin atas
barang jaminan rahin yang berada dalam penguasaannya. Sebagian
pendapat pertama menyatakan bahwa murtahin berkuasa memanfaatkan

barang jaminan tersebut bila mendapatkan izin dari rahin, tetapi bila tidak

maka murtahin tidak dapat

Mengenai pemeli 1an, para ulama juga berbeda

pendapat. Pendapat pe n>-hahwa kewajiban pemeliharaan

terhadap barang Jammaw;uéﬂmj i1lg jaminan berada pada rahin,

= I ERSITAS? P
pendapat ini maka nnghr_ vﬁxang untuk merawat barang
jaminan tersebut sehingga murtahin dibenarkan memungut biaya
perawatan bammg %ya mentasharufkan

saja sesuai dengan riilnya. Pendapat lain yang berbeda menyatakan
kewajiban memelihara barang jaminan berada pada murtahin karena telah
diberi amanat untuk memelihara barang jaminan tersebut. Konsekuensi
dari pendapat ini biaya pemeliharaan berada pada murtahin adalah
murtahin wajib membiayai pemeliharaan barang jaminan tersebut, oleh
karena demikian maka murtahin dibenarkan meminta ganti rugi biaya

pemeliharaan kepada rahin.
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Para ulama juga berbeda pendapat tentang jaminan berupa binatang
ternak dalam hal menggunakan manfaatnya, baik mengendarai maupun
mengambil susunya. Perbedaan juga terjadi pada apakah biaya
pemeliharaan ternak tersebut menjadi tanggungjawab rahin atau
murtahin. Barang jaminan juga dapat berupa buah-buahan yang masih di
pohonnya. Di Indonesia, gadai syariah dilaksanakan di dua lembaga
keuangan, yaitu perbankan syariah dan lembaga keuangan bukan bank

yakni pegadaian syariah. Di perbankan syariah, rahn hanyalah sebagai

pelengkap saja dalam (&angﬁh. /m(sm@leh kredit. Tetapi meskipun
Z
demikian, kredit tida]((i[ak¢ Bg])a tidak dipenuhi dan tidak
Z
m

M)
menyertakan barang jamlgan.

s

Hukum Islam ketentuan yang berdasarkan

kepada al-Qur’an, al—HzidfszMMerdasarkan penjelasan di atas,

meskipun@rmlw g:lgahp& gna figih, tetapi

terdapat kesamaan tengkriteria barang jaminan dan mencakup barang

bergerak, tidak bergerak, binatang ternak serta semua benda yang dapat
dijual, sehingglmmm S I A

Kesimpulan dari kerangka teori ini, meskipun terdapat perbedaan
pendapat para ulama figih mengenai pemanfaatan barang jaminan baik
berada pada murtahin maupun rahin, biaya pemeliharaan baik barang
jaminan berada pada murtahin maupun rahin, tetapi terdapat banyak
kesamaan dalam hal unsur-unsur yang harus ada dalam konsep rahn.
Adapun perbedaan-perbedaan hanya pada penyebutan dan tinjauan saja.

Dalam perkembangannya, rahn menjadi sebuah lembaga keuangan

yang menjadi sumber perekonomian dalam Islam. Konsep rahn yang
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dikembangkan oleh para ulama mencakup begitu luas, sehingga dapat
meliputi baik barang berujud maupun barang tidak berujud misalnya
manfaat dan hak. Barang yang dapat dirahnkan menurut figih Islam
adalah semua yang dapat dijual dan dapat untuk melunasi pinjamannya.
Dengan demikian tidak terbatas kepada benda atau barang tertentu. Dan
dalam hadis Nabi Muhammad saw binatang ternak juga dapat dijadikan
barang gadai dengan memenuhi beberapa ketentuan, antara lain binatang

ternak harus dipelihara sehingga dibenarkan ada biaya pemeliharaan.

Di Indonesia, pegad{ %ﬂM&r@ﬁk&n lembaga yang menangani

on dan al-Hadis, akan tetapi tidak

seperti yang dlkembangign 0 lama fiqih terutama mazhab yang

rahn yang bersumber @1

empat, artinya hanya itupun benda atau barang

bergerak. Di samping 1&,@%{4}1 lapat dijadikan barang jaminan

o Y RS P e e
menetap di suatu tenilgti:]idinia Wan ditangani oleh lembaga

keuangan. Oleh karena itu terdapat perbedaan para pihak yang
menangani rMM§*ﬁm dalam perjalanan
dan dilakukan oleh perorangan, tetapi dalam teori pegadaian syariah di
Indonesia dilakukan oleh lembaga keuangan dan di daerah tempat tinggal
penggadai (rahin), demikian pula mengenai ruang lingkup dalam teori
para ulama fiqih dan teori pegadaian syariah di Indonesia. Perbedaan
tersebut menyebabkan barang jaminan yang diterima dalam pegadaian
syariah terlalu sempit, padahal dapat meliputi benda bergerak dan tidak

bergerak.
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Dari segi subyek hukum, pegadaian menurut hukum Islam secara
umum masih banyak perbedaan para ulama berkaitan dengan pemberi
gadai yaitu orang yang membutuhkan dana mendesak maupun penerima
gadai yaitu orang atau lembaga pemberi pinjaman, namun pada
prinsipnya pemberi gadai adalah orang yang membutuhkan dana itu
sendiri, sedangkan penerima gadai dibolehkan dilakukan oleh orang
perorang. Sedangkan dalam pegadaian syariah, telah ditentukan penerima

gadai, yaitu bank syariah (meskipun hanya sebagai pelengkap) dan

pegadaian syariah. Dari %(gl b‘ébceﬁtbdra@ jaminan, dalam hukum Islam

dapat meliputi semua ilai gan yang dapat dijual untuk

)
i
ised.
Z
Z.

melunasi pinjamannya, pegadaian syariah barang

jaminan masih tertentu, barang digadaikan.

Berdasarkan hal-hal dlwigﬂﬁﬁﬂ E;&lukan pembahasan berkaitan
e N TS o

dan dari mana dapat d‘agl sebagai hal yang menguntungkan baik pada

pihak pemberi gadai maupun penerima gadai. Dengan demikian penulis

akan dapat mel!ﬁ'@p@lgjﬁgj Adonesia telah sesuai

dengan ketentuan hukum Islam atau belum.

. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan dalam tesis ini diperlukan metode
penelitian yang sesuai dan penulis dapat kelompokkan sebagai berikut :
1. Jenis penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis dalam

menjawabnya dengan menggunakan penelitian kualitatif, dengan
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berfikir induktif dan deduktif. Yang dimaksud adalah suatu prosedur
penelitian yang berdasarkan dan menghasilkan data-data deskriptif
berupa kata-kata tertulis (atau lisan)”’ yang melibatkan berbagai
macam buku bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan hal
gadai dalam pandangan hukum Islam dan literatur yang berhubungan
dengan hal pegadaian syariah di Indonesia dimana dalam lembaga
pegadaian syariah tersebut yang berkaitan dengan jenis barang yang

dapat dijadikan jaminan masih terbatas kepada barang bergerak,

rak banyak ragamnya terdiri

dari tanah dan tumb buah-buahan, disamping itu

dalam pandangan h ternakpun dapat dijadikan

} Jﬁqh yang dimaksud dengan

ORIV E‘RSS‘;‘I TAS™ ™

bermanfaat. Di sam ogeh karena tesis ini lebih banyak
melibatkan pustaka, m penulis akan menggunakan Library

Research mm I /&ksanakan dengan

menggunakan literatur (kepustakaan) yang berhubungan;

Dalam setiap penelitian baik dalam permasalahan sosial maupun
psikologis, umumnya merupakan atribut atau sifat pada subyek
penelitian yang dapat bervariasi yang disebut dengan variabel.”

Dalam penelitian kualitatif pada penulisan tesis ini, pembahasan

*! httpwww.academia.edu2370697Psikologi_Psikoanalisis Sastra

2 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. XIII, (Yogyakarta : PUSTAKA
PELAJAR, 2012), hal. 59



28

meliputi dua variabel, yaitu deskripsi umum pegadaian dalam konsep
Islam dan pegadaian syariah di Indonesia secara teori. Dua hal
tersebut merupakan fokus pembahasan, satu hal membicarakan
tentang seluk beluk pegadaian menurut konsep Islam, satu hal lain
mengenai apakah pegadaian syariah di Indonesia telah sesuai dengan
konsep pegadaian dalam Islam. Sebagaimana telah penulis jelaskan
bahwa tesis ini difokuskan kepada pengertian gadai menurut kamus

bahasa Indonesia, yaitu dalam arti barang yang diserahkan sebagai

tanggungan utang dalﬁ rafigka'pelunasan pinjaman dan rahn menurut

7
<[ Z
karakter aslinya. "U_') ¢ 8
0 v
. Sifat penelitian g %
Z 0
Sesuai dengan variabel yang\ditelii dalam tesis ini, maka penulis

akan meneliti antara S MaEkbp ok dalam hukum Islam yang di

“rUNIVERSITAS ™ ™

mazhab maupun si gia-dan gad yang berlaku dalam lembaga

pegadaian syariah di onesia sehingga penelitian ini bersifat
deskriptif kMDAQME\% rsebut penulis akan
menganalisis dari segi landasan hukum, aspek obyek barang jaminan
dan aspek operasionalnya.
. Pendekatan masalah

Permasalahan dalam tesis ini adalah tentang gadai syariah di
Indonesia apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka
penulis akan mengkaji gadai syariah secara textbook sebagaimana

tertulis dalam literatur kepustakaan menurut hukum Islam.
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Oleh karena permasalahan dalam tesis ini termasuk dalam
penelitian kualitatif, maka penulis menggunakan pendekatan berfikir
deduktif dan induktif serta deskriptif analitif terhadap data yang
diperoleh dari penelitian pustaka mengenai pendapat para ulama yang
berhubungan dengan barang jaminan dalam konsep rahn dengan
benda jaminan dalam teori pegadaian syariah di Indonesia dalam teks
perpustakaan. Setelah didapatkan konsep rahn sampai kepada barang

jaminan serta operasionalnya, maka barulah penulis mulai dengan

daﬁthMmpkm dengan pendekatan

V)
ap
¢ g

pendekatan dedukti

\

N

9

W) jpermasalahan yang berkaitan

Setelah data terlm;mﬂ Mﬂ@lﬂls akan menganalisa tentang

ORI TGS e e
operasional dan 11.%1 keuntunﬂ:ngan menggunakan metode

pemikiran dedNuktl Ddan in N S
I ONESIA
H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penulis bagi ke dalam bab-bab dan sub-sub
bab sehingga memudahkan uraian. Bab i pendahuluan membicarakan
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan,
manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan. Bab kedua tentang deskripsi umum gadai dalam
hukum Islam yang mencakup pengertian, macam-macam barang

jaminan, landasan hukum, pendapat ulama tentang gadai, mekanisme



30

pengambilan laba dalam usaha gadai, fatwa dsn tentang gadai (rahn). Bab
ketiga mencakup sejarah berdirinya, landasan hukum, macam-macam
barang jaminan, mekanisme kerja yang meliputi aspek system penaksiran
barang jaminan, aspek obyek barang jaminan, aspek operasional, dan
aspek sumber keuntungan. bab keempat tentang analisis mencakup aspek
landasan hukum, aspek obyek barang jaminan dan aspek operasional.

Bab kelima penutup mencakup kesimpulan dan saran.

v
r
>
<

UNIVERSITAS "\
VISINOAN\ J

~

S

UNIVERSITAS
ISLLAM

INDONESIA
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DESKRIPSI UMUM GADAI DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian
1. Secara etimologi :
Pegadaian berasal dari kata “gadai”, yang mempunyai beberapa
pengertian, diantaranya : 1. Meminjam uang di batas waktu tertentu
dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai

pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi

pinjaman; 2. barang fglﬁseaaﬁﬁan/\scbagai tanggungan utang; 3.

kredit jangka pendek yang berlaku tiga bulan dan

setiap kali dapat diperpanj ila mudak dihentikan oleh salah satu

»

y4
pihak yang bersang ; ai” merupakan terjemahan

dalam bahasa Arab ya@ﬂmm ar-rahn yang berarti tsubut

dan dav@NWSltﬁﬁimﬂgat pula disebut
dengan “habsu” dTw’KWmﬁ tahan dan pasti®’. Dr.

Wahbah Az—Zuhal m 8takan bahwa rahn dari segi bahasa berarti
“tsubut” dan dawam mlsa]nya imat Au tidur” artinya air
tersebut tenang.”

Menurut kamus bahasa Indonesia, gadai mempunyai beberapa
sinonim yaitu rungguhan, jaminan / agunan, cagar atau cagaran dan

tanggungan, masing-masing mempunyai definisi sendiri. Kata

3 http://ebsott.web.id (Kamus Besar Bahasa Indonesia) KBBI v1.1

* Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan
Syariah, cet. II (Jakarta : Kafa Publishing, 2008), hal. 547

» wahbah Az-Zuhaily, Al-Figh Al-Islam Wa Adillatuhu, Beirut : Dar Al-Fikri, ..., Juz
5, hal. 180

31
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“rungguhan” diartikan sebagai barang dan sebagainya yang diserahkan
untuk tanggungan uang yang dipinjam, merungguhkan berarti
menyerahkan sesuatu untuk jaminan / tanggungan. Kata “cagar” atau
cagaran diartikan sebagai barang yang dipakai sebagai tanggungan
utang atau barang yang digadaikan, mencagarkan berarti memberikan
barang untuk tanggungan utang, menggadaikan. Kata “tanggungan”
adalah barang yang dijadikan jaminan, menanggungkan berarti
menyerahkan barang atau surat berharga sebagai jaminan utang. Kata

“jaminan” berarti @géﬁkﬁ%\lﬂjmm yang diterima. Jadi,

agunan berarti cag,‘ar %m dan jaminan serta gadai.

Meskipun terdapat v efinisi, tetapi pada pokoknya,

baik dari bahasa ahasa ‘Arab terutama jumhur

ulama sepakat bahwz: jadikan nilai jaminan sebagai

. L”‘)NW‘EBF?‘S FTAS
LAM

2. Secara Terminologi Hukum Islam :

Rahn JMlem EIM sesuatu dengan cara
yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Artinya
menahan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan
syara’ yang dijadikan sebagai jaminan utang, kemudian si pembeli
harta tersebut diperbolehkan mengambil utang seharga nilai

barangnya atau sebagian.”® Sayyid Sabiq mengartikan “rahn” dengan :

* Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan
Syariah, hal. 547
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A58 gp Al Hlas Adnl Ledad Led pae daa
Cpad) &by

“menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut

pandangan syara’ sebagai jaminan utang, sehingga orang yang
bersangkutan boleh me ‘n,;{ambzl seluruh atau sebagian hutang tersebut
karena adanya barang™

Ibnu Qudamah mengartikan “rahn” dengan :

3y ) JLall
Ot o3bigind 5 a5

’- ?L}-“rs

“sesuatu benda ya ayaan dari suatu hutang untuk
dipenuhi dari har, 4 Ing berhurang tidak sanggup
membayarnya dari ng’

Sedangkan Abdtﬁ“lgm t‘%}zm mengartikan rahn dengan

e S 4 i i s
syara’ .......... 2 rgjL%W mengartikan “rahn” secara
istilah deanmﬁig iﬁageg Ibleg'l\ai menurut pandangan

syara’ sebagai tanggungan hutang; dengan adanya benda yang

menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.’’

z Al-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah ( Beirut: Dar al-Fikr, t.t), lll, hal. 187.
* Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, al-Mugni Li

Ibni Qudamah, (Riyad: Mahtabaturriyah al-Hadisah, t.t), IV, hal. 361.

¥ Abdul Rahman Al-Jaziri, AI-Figh ‘Ala Al-Mazahibi Al-Arba’ah, Jilid 11 (Beirut :

Daaru Al-Fikri), hal. 219

* Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai, (Bandung:

al-Ma’arif, 1983), him 50
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Pengertian lain dari rahn adalah menjamin utang dengan barang,
dimana utang yang dimungkinkan bisa dibayar dengannya atau dari
hasil penjualannya.’’ Meskipun terdapat kesamaan antara pengertian
gadai dan rahn tetapi di Indonesia terdapat perbedaan mendasar antara
keduanya, yaitu pada gadai, utang piutang antara pemberi gadai dan
penerima gadai disamping akad tolong menolong juga disertai dengan
imbalan jasa. Sedangkan dalam rahn, utang piutang tidak membawa

risiko imbalan jasa, karena rahn merupakan akad tolong menolong,

murtahin tidak menc@aﬂaiaﬁwdﬁ\»injmnan yang diberikan.*

@n l¢yar@ >mpat bermacam-macam sesuai
n

e v

Lme

>

konsep rahn. Ulama mazhab

N

Menurut versi in

dengan pemahaman

Maliki berpendapat, fahn a harta yang dijadikan oleh pemiliknya

sebagai jaminan @JM}@Lfm mengikat. Barang yang
T ORIVERSITAS = =t

harta yang ber31f5§nanfaat tertentu, Harta tersebut tidak harus

diserahkan secara al, tetapi penyerahannya boleh secara hukum.
Hal yang tlmaagrm Eﬁllﬁ)ﬁ sawah yang dijadikan
jaminan pelunasan.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, rahn adalah menjadikan
sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin
dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya

maupun sebagiannya. Ulama mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali

' Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, cet. 1 (Jakarta :
Penerbit Zikrul Hakim, 2008) hal. 187

*? Habib nazir dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan
Syariah, hal. 547
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berpendapat rahn dalam arti akad adalah menjadikan materi (barang)
sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila
orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya tersebut *.
Menurut kedua pandangan mazhab terakhir ini manfaat barang tidak
dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang, meskipun kedua mazhab
tersebut memasukkan manfaat sebagai harta.

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai

adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu

barang bergerak, ym@iiéhiﬁa}{\ k&danya oleh seorang berutang

atau oleh seorang lain gas & %m yang memberikan kekuasaan

kepada orang yang ligplu untuk mengambil pelunasan dari

barang tersebut sec dari pada orang yang berpiutang

muk melelang barang tersebut

o YT AR ST T G =
barang itu digadaik 'a[a-biaﬁ mmarus didahulukan.*

Gadai, pada intinya berarti sebagai barang jaminan yang

merupakan erbankan i juga dalam lembaga
pegadaian, baik dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta maupun
negeri. Gadai dapat pula berarti agunan yang dilakukan oleh
perorangan. Gadai yang juga disebut dengan arti jaminan, agunan dan
lain-lain pada saat sekarang adalah sebuah sarana mencari keuntungan

dengan cara memanfaatkan dan bersumber dari barang jaminan, yang

*Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, hal. 76, dan Nasrun Haroen, figh Muamalah, hal. 252

3 KUH Perd hal. 209
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dari barang jaminan tersebut usaha gadai akan memperoleh
keuntungan dengan dan dari menyewa tempat, menjual barang
jaminan yang tidak dapat dilunasi dan atau karena telah jatuh tempo
dan lain-lain yang membenarkan murtahin melakukan tindakan
hukum demi memenuhi hak-haknya.

Dalam perbankan syariah gadai dipakai dalam dua hal, yaitu
sebagai produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. Sebagai

produk pelengkap, rahn merupakan akad tambahan terhadap produk

lain, misalnya pembiayaah dengan Sistem bai’ al-murabahah, bank

dapat menahan bar akibat akad tambahan tersebut.
Sedangkan sebagai g'o ifi [di berbagai negara Islam, rahn

n konvensional, tetapi nasabah

tidak dikenakan bu.agaU Mh%ll dari nasabah berupa biaya

“ORIVERSITAS
ISLAM

. Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah

enum. Qﬂqm%a lﬁt.\pakan terjemahan dari

bahasa Belanda “zekerheid”, hal yang sama dikenal dengan istilah

“agunan”. Kata tersebut di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa agunan adalah

jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam

35 Muhammad Syafi’i Antonio, BANK SYARIAH, Dari Teori ke Praktek, hal.130
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hanya diterapkan dalam perbankan syariah dan pegadaian syariah,
meskipun kedua kata tersebut identik, tetapi tidak sama.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas pula, baik secara
etimologi dan terminologi maupun penerapannya dalam lembaga
keuangan syariah, dapat diambil pokok pengertian bahwa rahn sebagai
jaminan atas pelunasan utang debitor dalam lembaga keungan syariah,
baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang bila debitor

tidak dapat melunasi utangnya, maka kreditor berhak menjual barang

jaminan tersebut umﬁ melunasii utangnya. Oleh karena itu untuk
Z
b

lebih memfokuskan ini, maka penulis akan

memperdalam gadal i secara keseluruhan, yaitu

meminjam uang di dengan menyerahkan barang

sebagai wnggungan,mm%wj pada waktunya tidak ditebus,
ORIV ERSITAS” ™ ™
diserahkan sebagai gan utang untuk dijual guna pelunasan
hutangnya serta kre§ jangka penMngan jaminan yang berlaku
tiga bulan mmm ﬁ-ﬁl@abﬂa tidak dihentikan
oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Artinya, gadai sebagai
barang yang akan dijadikan sebagai jaminan atas utang yang
dilakukan, bila kelak si berhutang tidak dapat mengembalikan uang
yang dipinjam, maka barang tersebut menjadi hak penerima gadai
untuk dijadikan sebagai pelunas hutang dan biasanya barang tersebut
dijual yang harganya untuk melunasi pinjamannya dan biaya-biaya

lainnya.
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Dengan demikian agunan disamping dipakai dalam aplikasi
perbankan, juga digunakan dalam lembaga pegadaian serta lembaga
keuangan lainnya yang menyediakan fasilitas pinjam meminjam uang.
Unsur-unsur agunan menurut H. Salim HS adalah :

a. Jaminan tambahan,
b. Diserahkan oleh debitur kepada bank,
¢. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Berdasarkan berbagai pengertian seperti tersebut di atas pula,

maka secara umum 6mb§haé\gﬁdamau rahn berarti membicarakan

Z

barang jaminan dan tfal te rngsnk dalam bab hukum jaminan.

1tefﬁpkan pada produk gadai, bukan
n
hanya di bank yang roduk gadai, tetapi juga lebih khusus

Dalam hal hukum ja

M@J’aﬂgkut barang jaminan berupa

T ORIVERSITAS™™

perbankan syariah dE:s an ke dalam kategori akad pelengkap

di lembaga Pegadaian

dimana bertujuan memberikan jaminan pembayaran kembali kepada
bank dalaJl)anQ mg& ﬁm hukum Islampun,
jaminan terbagi menjadi dua, yaitu jaminan berupa orang yang disebut
dengan daman atau kafalah dan jaminan berupa harta benda yang
disebut dengan rahn, maka dalam tesis ini hanya terbatas pada
jaminan berupa harta benda bukan orang, baik bergerak maupun tidak

bergerak, termasuk ternak dan tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan

7 Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, hal. 30
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sesuai dengan karakter rahn yang termasuk dalam kategori semua

barang yang dapat dijual menurut ketentuan syarak.

B. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi dasar hukum gadai terdapat dalam al-Qur’an
dan al-Hadis adalah :

1. Al-Quran :

SATES
2OL)D )\ =
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu
tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang

d&uega’wN‘i WIER S I TA S

Yang dijadikan C(Ir& MMam ayat tersebut adalah bila
terjadi dalaml NWNEIS Inﬂukan transaksi tidak

secara tunai, sedangkan dalam suasana tersebut tidak ada penulis ataupun
saksi, maka harus ada barang yang dapat dijadikan pegangan sebagai
jaminan pengembalikan pinjaman. Meskipun hal tersebut menyebut
dalam suatu perjalanan, tetapi berlaku dalam transaksi secara umum yang
tercakup dalam lingkup muamalah. Barang gadai yang dijadikan jaminan
pelunasan disebut sebagai obyek pegadaian.

2. Al-Hadis.

®gs. Al-Bagarah (2) : 283
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°y- i- Gy oo as. 4F L Zl..0 s - . e
‘;\eicagl!u.l.:.a;.f.muc Mc‘fil\qa’a_)a_):l‘)h @Fu‘::}‘:l.c“.)c
SIS HA Gl &yl iy SR G Ok (KA g
Ui ya

“Dari "Amir dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi

wasallam bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk

dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan". *'

d. Ijtihad.
Jumhur berpendapat bahwa rahn dalam al-Qur’an disyariatkan

pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian

beralasan kepada

besi kepada oran
penyebutan dalam

adalah karena kebi

menq T hdegli Jﬁan ijti dan mereka

bersepakat bahwa rahn dibolehkan dan tidak ada pertentangan

karena mengandxln§allym(®aMm bagi manusia.
INDONESIA

C. Macam-macam Barang Jaminan
1. Barang Jaminan Berupa Benda Bergerak
Sebenarnya hal yang berkaitan dengan barang bergerak mencakup
pembahasan yang luas sekali, sebab tidak hanya barang berujud saja
tetapi juga barang yang tidak berujud seperti hak ataupun manfaat dari

suatu benda atau barang. Dalam hukum Islam banyak dibicarakan

“! HR. Bukhari No. 2328

2 Abdul Ghafur Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia, hal. 115
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dilihat dan diterimakan kepada penerima jaminan (penerima
gadai). Oleh karena itu, maka bila seorang pegawai ingin
mendapatkan dana, maka tidak dapat menjaminkan dengan SK
PNS dan slip gaji dalam gadai karena tidak dapat dijual dan tidak
dapat ditaksir. Di samping itu SK PNS adalah hak yang melekat
pada seseorang yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Ini
juga merupakan perbedaan antara pegadaian dengan perbankan,

walaupun dalam perbankan maupun pegadaian tujuannya adalah

dengan SK PNS alam| pegadaian syariah tidak dapat

(16

diterima karena lugru p%‘l siran atau penjualan dengan
y

lelang. D

Agunan terseb 3 5 Ml (harta, pen) dan dapat

UL -
di me. E wg Isyln%ilg Oleh karenanya

khamar tidak bo§ dijadikan barang jaminan sebab khamar tidak

I ar!ﬁ'an tig bermanfaat dalam Islam. Di sini

bernilai sebagai
mcnunm‘gemﬁ §l$imanfaatkan menjadi
bagian dari kriteria dapat dijadikan sebagai jaminan.

Agunan tersebut harus jelas dan tertentu. Barang jaminan jelas
berarti dapat dilihat, dibawa dan sesuai dengan ketentuan pihak
penerima jaminan.

Agunan tersebut milik sah debitur sendiri (orang yang berutang).
Oleh karena itu milik orang lain, biarpun dengan izin si pemilik
harta tetap tidak dapat dijadikan jaminan. Berbeda dengan

pegadaian konvensional, meskipun barang jaminan bukan milik
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3. Barang jaminan dapat ditransaksikan menurut syarak.*’

Abu Bakar al-Jazairi menyatakan bahwa barang-barang yang tidak
boleh diperjualbelikan tidak boleh digadaikan (baca : tidak boleh
dijadikan jaminan, agunan, cagaran, tanggungan dan istilah lain yang
semakna), kecuali tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum
masak, karena penjualan tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang
belum masak tersebut haram, tetapi untuk dijadikan barang gadai

(jaminan) hal ini diperbolehkan karena tidak terdapat unsur gharar s

Inti dari agunan ba@glwgetak @plah bahwa barang yang akan

Z
dijadikan jaminan haésla@ai dan dapat dijual seimbang dengan
0 O
jumlah pinjaman yanglel a%Frta halal dan milik sendiri.
= n
Z -
D >

2. Barang Jaminan B@ﬁﬁwﬁgﬁfﬂ‘ﬁ‘ﬁk Bergerak.

jaminan, seperti penda:)at para ulama ahli figh di atas bahwa segala

sesuatu yang dap!t 1pe|q_ua@aMeh dijadikan barang gadai /
jaminan, xlm DlQMlgLAenda tidak bergerak,

sebaliknya apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan maka tidak

boleh digadaikan / diagunkan. Hal ini disebabkan tujuan
menggadaikan sesuatu barang adalah untuk menjamin  apabila
penggadai tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga apabila

penggadai (pemilik barang) tidak bisa melunasi hutangnya, maka

“Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, hal. 191

**Abdul Ghafur Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia, Cet. 11 (Yogyakarta : Gadjah
Mada University Press, 2011), hal. 116
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barang tersebut bisa dijual untuk melunasi hutang tersebut, dan ini
akan terwujud dengan barang yang bisa diperjualbelikan.

Sebenarnya, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, telah
tercakup ke dalam segala hal yang dapat diperjualbelikan dengan
persyaratan tersebut di atas. Hanya saja para ulama berpendapat
bahwa untuk barang jaminan berupa benda tidak bergerak, seperti
tanah maka yang diserahkan kepada murtahin adalah surat

kepemilikannya®', dengan demikian yang dimaksud dengan dapat

diserahkan kepadpg rifvrtahint ?ﬁlah secara hukum dengan

Z
tahah tersebut, maka barang jaminan

diserahkannya suratéep
)

telah berada dalan mﬁ‘tahin sesuai dengan pengertian

tanggungan. Teta i ian, murtahin hanya berhak

menguasainya dan @gﬂ‘ﬁ%ﬁéﬂ@kemﬁsm memanfaatkan selain
mem@aﬁel%ﬁriggi jraii&\gpun kuantitasnya.
Murtahin hanya berhak untuk menjual barang jaminan tersebut bila
telah jatuh tempo, itupun hanyMedar diambil sebagai biaya
pelunasanlma Qm biaya pelelangan, bila
ada kelebihan maka menjadi hak pemberi gadai. Selain itu murtahin
berhak mendapatkan pergantian biaya yang telah dikeluarkan untuk
menjaga keselamatan barang jaminan. Jadi, selama pihak rahin belum
melunasi pinjamannya, murtahin berhak menahan barang jaminannya.
Kesimpulan dari pembahasan dalam bab ini adalah menurut hukum

Islam, barang-barang yang dapat dijadikan jaminan atas pelunasan

5 Juga dipakai dalam Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/1I1/2008 tanggal 06 Maret 2008
tentang Rahn Tasjily
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hutang adalah segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan termasuk
hak dan surat-surat berharga, maka boleh dijadikan barang gadai /
jaminan, sebaliknya apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan, maka
tidak boleh digadaikan dan disyaratkan halal. Oleh karena itu barang
yang terlarang karena tidak bermanfaat, maka tidak dapat dijadikan
sebagai jaminan utang. Para ulama tidak menjelaskan mengenai
bentuk barang jaminan, tetapi hanya menyebutkan kriteria-kriteria
barang yang dapat dijadikan jaminan pelunasan sehingga lebih luas
dan mencakup segﬁhasdmgam pe yaratan di atas. Hal ini juga

sesuai bila diterapk: i[ i a, §ebab para ulama mazhab empat

berlainan domisilin yai ragam masing-masing.
Pegadaian syariah i ya dapat dilakukan melalui

pembiayaan dengan ﬁ%&“ﬁ%ﬁﬂﬂ%abahah, bank dapat menahan

TUNIVERSITAS™ ™o

sebagai produk tersendiri di berbagai negara Islam, rahn dipakai

sebagai alternatif Id§elgﬁ'mlaﬁ(Mensional, tetapi nasabah tidak
dikenakan lmm E §1Arupa biaya penitipan,

pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.”

D. Pendapat Ulama Tentang Gadai (Rahn)
Setelah diketahui landasan gadai dalam hukum Islam, maka
pembahasan selanjutnya adalah mengenai hal-hal yang bersangkutan

dengan rahn. Berbagai pendapat ulama tentang seluk beluk gadai,

= Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, hal. 130
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meliputi rukun gadai, syarat gadai, memanfaatkan barang gadai (barang
jaminan), memelihara barang gadai dan obyek gadai, serta barang yang
dapat dijadikan sebagai benda jaminan, terutama dalam kalangan
mazhab empat.

Mengenai seluk beluk gadai terutama dalam penerapan pengertian
rahn, terdapat beberapa pandangan ulama yang berbeda karena
didasarkan kepada ayat tentang rahn, mengenai apakah hanya boleh
untuk orang yang sedang melakukan perjalanan sesuai ayat atau boleh
juga bagi orang yang m@rﬂSLAM )

g
1. Ibnu Qudamah mexr%ole

N

Ubaik dilakukan dalam keadaan

bagaimana dibolehkan dalam

jam Mujahid tidak membolehkan

peljaja(fj W‘Eﬁ'g Ihﬁrgﬂjgmengenai hal ini

bahwa rahn wajib i;go g dalam perjalanan beralasan seperti dalam
ayat “farihaanunn magbuudhah”, menurut Ibnu Hazm™, lafaz tersebut
adalah beﬁlmmmjﬁnua syarat yang tidak
disebutkan dalam Kitabullah adalah bathil (tidak sah) walaupun
seratus syarat, sehingga harus mengamalkannya dan tidak ada syarat

dalam mugqim, oleh karena itu dalil untuk mugqim tertolak.

53 Fathul Bari Juz 5, hal. 140

3* Ibnu Hazm, A/-Muhalla, Beirut : Dar — al-Affaq, Al-Hadidah, tt. Juz. 8, hal. 87
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2. Menurut Jumhur Ulama®, rahn disyariatkan pada waktu tidak
bepergian dan pula disyariatkan pada waktu bepergian yang
berpedoman kepada perbuatan Rasul SAW yang dilakukan terhadap
orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengadakan perjalanan jauh
dan beliau kehabisan bekal sehingga mengambil inisiatif untuk
menggadaikan baju beliau sebagai ganti jaminan atas pinjaman yang
diberikan oleh Yahudi tersebut.

3. Adh-Dhahak dan penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa rahn

tidak disyariatkan kﬂualispadwwm\l bepergian, berdalil pada ayat

tersebut secara dhah '_ nelakukan penafsiran dan tidak

w adanya hadits tesebut*®,

Meskipun antara w@@ﬁ&&ﬁﬁﬂ@ﬁhzﬂ( serta mazhab az-Zahiri dan
lain-lain _ berbed n i jal waktulah yang
UNIVERSPITA

menentukan kesesuamn ndapat tersebut dengan perkembangan zaman.
Dan ternyata pendapat _]u‘r&ﬁ yang sesuai dengan kondisi sekarang,
dimana bmymgm Lﬁl sebagai suatu badan
hukum nonbank yang menyediakan dana pinjaman. Seandainya pendapat
Adh-Dhahak serta mazhab az-Zahiri dan lain-lain yang dipakai, alangkah
sulitnya mencari pinjaman dana untuk kebutuhan sehari-hari, sebab harus
mengadakan perjalanan terlebih dahulu, kemudian habis bekal

perjalanannya dan tidak menemukan penulis serta saksi, bahkan bagi

% Al-Qurttubi, Al-Jami’ Li-Ahkam al-quran, Beirut : Dar- al-Thya’ Al-Turats Al-
‘Arabiyah, 1985, Juz 3, Hal. 406-410.

% Ibid, hal. 115
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orang yang akan meminjam dana pada masa sekarang harus tinggal di
tempat lembaga pegadaian syariah berada yang dibuktikan dengan kartu
tanda penduduk.

Menurut hemat penulis, yang dimaksud dalam perjalanan pada ayat
tersebut adalah untuk antar pribadi dengan memakai kendaraan pribadi,
sehingga tidak memerlukan kartu tanda penduduk. Dengan demikian ayat
yang dijadikan dasar tentang gadai hanya sebagai petunjuk saja tentang

kebolehan bertransaksi dengan jaminan benda / barang berharga. Kalau

hanya berdasarkan ayﬂ sebStaAekAh@\atau berdasarkan hadis secara

Z
tekstual maka barang jaii:lin icantohkan oleh Nabi hanyalah baju
) 0]
08
besi, dan Nabi tidak petgah oqﬁn dengan jaminan emas, perak,
= n
Z 5 -

intan dan lain-lain selain besi ak, dan pohon-pohonan. Di

HMS wawasan dalam memahami
petunjuk al-Qur’an.
ONIVERSITAS
Perbedaan pendaijgam ulama figih selanjutnya terjadi mengenai
rukun, syarat rahn’’ pada pokoknya sebagai berikut :

L ruan D ONE SIA

a. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun gadai ada empat, yaitu

w2

sinilah terletak ijtihad unt

sighat meliputi lafaz ijab dan gabul, orang yang beragad yang
meliputi ar-rahin dan al-murtahin, harta yang dijadikan agunan

yang disebut al-marhun, dan hutang atau al-marhun bih.

57 Al-Figh al-Muyassar, hal. 116 dan Al Majmu’ Syarhul Muhadzab: 12/302, al-Figh
al-Muyassar hal. 116, dan Taudhih al-Ahkam: 4/460.
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Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai hanyalah ijab
dan gabul, sedangkan untuk sempurnanya gadai harus ada al-qabdh
(penguasaan barang) oleh pemberi hutang. Adapun kedua orang
yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan dan hutang
termasuk syarat-syarat rahn bukan rukun. Imam Abu Hanifah
sendiri menyatakan bahwa ijab dan kabul merupakan hakikat
akad.”®

Abdur Rahman al-Jaziri berpendapat bahwa rukun rahn ada 3,
yaitu: 6 ISLAM )

1) Orang yang m

rdiri dari penggadai dan orang

yang memberi

2) Benda yang _;%dlk i utang yang diterima dengan

barang gadai. %ﬂ]h&ﬂjﬁj
O A= S Ny

. Abdul Ghafur ghan mengutAipxendapat Muhammad Anwar

bahwa rukun gadai adalah :

1) ljab IMQPQ maﬁjn&eﬁulis maupun lisan,
asalkan terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara
para pihak, perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab

dan qabul. ®

%8 Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib ...., 11, hal. 320
%9 Abdur Rahman al-Jaziri, al-figh ala mazahib al-arba’ah, hal. 321

% Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Y ogyakarta: UII Press,
2000),

hal. 68
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2) Orang yang bertransaksi (aqid), yaitu rahin (pemberi gadai) dan
murtahin (penerima gadai) dengan syarat-syarat telah dewasa,
berakal dan atas keinginan sendiri.

3) Adanya barang yang digadaikan (marhun), dengan syarat :

a. Marhun dapat diserahterimakan.
b. Bermanfaat.

c. Milik rahin (orang yang menggadaikan).

d. Jelas.
e. Tidak ber%tu tfahgamha@lain.
f. Dikuasai 5
g. Harta yan p%dipindahkan,
4) Marhun bih, ndapat ulama Hanafiyah dan

syafiviyah, yaiu s/ //=7)
ORRERSITAS

b. Hutang h lazim p t akad.

c. Hutang aruSJIEE AMM oleh rahin dan murtahin. *!

Meslmm ml&engenai rukun rahn.,

tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan mengenai unsur-unsur
yang terdapat di dalamnya. Perbedaan hanya pada sebutan masing-

masing unsur.

2. Syarat-Syarat Rahn :

" Abdul Ghafur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia, hal. 116
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Dalam menentukan syarat-syarat rahn, para ulama figh juga
berbeda pendapat yang pada pokoknya mereka menyebutkan ada
empat, yaitu :

a. Syarat yang berhubungan dengan orang yang berakad, yaitu
cakap bertindak secara hukum. Menurut jumhur ulama termasuk
hal ini adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan
menurut ulama Hanafiyah, kedua orang yang berakad tidak

disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu

anak kecil yan{@elﬁﬁ{-% i

rahn d : % ' i walinya®
engan syarat p% tujuan dari walinya™. Ulama
ac

Z
Hanafiyah juga ﬁbrpe bahwa akad rahn yang dikaitkan

dengan masa taB atau syarat tertentu, tidak

diperbolehkan kaMnLJMLm jual beli.

" TN EER ST jo S e
Hanafiyah, atgrﬂ K m dikaitkan dengan syarat

tertentu_atau dlkaltkan dengan masa yang akan datang, karena
akad I sama deng é«!l Bila ternyata dikaitkan
dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal tetapi
akadnya sah. Menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan
Hanabilah syarat yang mendukung kelancaran maka syarat
tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan tabiat
rahn tersebut.

c. Syarat yang berhubungan dengan al-marhun bih, yaitu hak yang

wajib dikembalikan kepada orang yang berhutang, hutang itu

52 Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam, hal. 78
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boleh dilunasi dengan agunan tersebut dan hutang tersebut jelas

dan tertentu.

. Syarat yang berhubungan dengan al-marhun, menurut para

pakar figh, syarat-syarat tersebut adalah :

1) Barang agunan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan
hutang.

2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan,

oleh karena itu khamr tidak dapat dijadikan barang agunan

karena tidak@erh?ﬁn’qs@ﬁaga harta dan tidak bermanfaat

dalam lslam

3) Barang jamin

Z
O
O
Z
tertentu,
n
4) Agunan itu ang berhutang,

5) Barang jaminahi-

VTIVERS]| TA S =
bertebaran bcbeK W

7) Baran la:mnaBa at dlserahkan balk materinya maupun

Terdapat persamaaan dan perbedaan antara pendapat

Muhammad Anwar dengan pakar figih mengenai syarat marhun

(barang jaminan) dan bila digabungkan antara keduanya maka

persamaannya adalah :

1.

2.

Marhun dapat diserahterimakan baik materi dan manfaatnya.
Marhun bernilai harta dan dapat dimanfaatkan, oleh karenanya
khamr bukan disebut harta karena tidak bermanfaat.

Marhun tersebut milik rahin secara sah.



57

4. Marhun tersebut jelas dan tertentu.
5. Harta yang utuh dan tidak bertebaran di tempat lain.
6. Marhun tidak terkait dengan orang lain artinya dikuasai oleh
rahin.
Sedangkan perbedaannya, pada pendapat Muhammad Anwar
bahwa barang yang akan dijadikan jaminan sebagai harta yang
tetap dan tidak dapat dipindahkan, pada pakar figih menyatakan

bahwa barang tersebut dapat dijual dan nilainya seimbang dengan

hutangnya. Jadi, @ed&hﬁpem@g pendapat pakar figih lebih

i
rasional dan len@%)

Z
I%I_mat dapat dijual dan nilainya

seimbang dengan

Terhadap kee para fugaha bersepakat bahwa

ng digadaikan tersebut telah

“"ORIVERSITAS ™ " ™
dibutuhkan tel iieina oiemggadai. Bila barang yang

digadaikan tersebut berupa barang tidak bergerak maka yang
diserahkm SQ m g(ﬁjaﬁrgerak tersebut yang
dipegang oleh pemberi hutang. Syarat terakhir tersebut sebagai
syarat penting, karena Allah mensyaratkan dengan kata “farihanun
maqgbudhah”. Para ulama mazhab Malikiyah, Hanafiyah dan
Hanabilah berpendapat bahwa al-qabdhah itu mempunyai syarat-
syarat yaitu harus ada izin dari rahin, kedua pihak yang melakukan
akad rahin tersebut cakap bertindak secara hukum ketika terjadinya
al-qabdhah dan barang gadai tersebut tetap berada dalam

penguasaan pihak murtahin.
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Sedangkan keberadaan barang jaminan tersebut pada
penguasaan penerima gadai adalah selama hutang penggadai belum
dilunasi. Bila ternyata pihak penggadai tidak dapat melunasi
pinjaman hutangnya, maka penerima gadai diperbolehkan menjual
barang jaminan tersebut dan bila telah laku maka hasil penjualan
tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman penggadai, sedangkan

kelebihannya bila masih ada harus dikembalikan kepada pemilik

barang jaminan tersebut.
3. Memanfaatkan ?gralﬂ_.hnﬁhagx
Ulama figih l%ah a% 'mengenai segala biaya yang
dibutuhkan untult%e ang jaminan menjadi tanggung
2

jawab pemilikn pula terhadap barang yang

dijadikan sebaga Jjgﬂ%iﬂ@bleh dibiarkan saja, tidak ada
“ORNVERSITAS™ ™

nyiakan harta. Tetapi terjadi perbedaan pendapat mengenai

pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin meskipun dengan izin

rahin @lmmm E@L&m berikut *:

a. Jumhur ulama fiqih selain Hanabilah tidak membolehkan
murtahin® selaku pemegang barang jaminan memanfaatkan

barang jaminan tersebut karena bukan miliknya secara penuh.

%3 Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no.3962, Fathul Bari V/143 no. 2512, ‘Aunul
Ma’bud 1X/439 10.3509, Tirmidzi 11/362 no.1272 dan Ibnu Majah 1816 no.2440, Lihat
juga dalam Sayid Sabiq hal. 189.

* Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyah, Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abu Daud, Beirut :
Syirkah lgamatu Al-Din, tt, Juz. 9, hal. 439-440
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Hak murtahin hanva sebatas pemegang jaminan, maka apabila
ternyata rahin tidak mampu melunasi hutangnya barulah
murtahin berhak menjual atau menghargai barang untuk
melunasi utangnya. Sebagian ulama Hanafiyah membolehkan
murtahin memanfaatkan barang jaminan selama masih berada
di tangannya bila diizinkan oleh rahin karena izinnya berarti
meniadakan halangan bagi murtahin memanfaatkan barang

jaminan.

. Menurut seb?@nlﬁhM@yah lainnya, ulama Malikiyah

Z
dan ulama Syafi’i kx%hn pemilik barang mengizinkan

pemanfaatan leh murtahin, murtahin tetap

tidak boleh barang jaminan tersebut.

Pemanfaatan TMM@ dianggap sebagai riba yang
URIVERSITAS ™ ™
binatang te ulama yah berpandangan bahwa
murtahin bogmemanf M barang jaminan tersebut bila
mendapa Z m“ﬁtélﬂAtapl menurut sebagian

ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah dan Syafi’iyah

bilamana hewan tersebut dibiarkan tidak terurus oleh
pemiliknya, maka murtahin boleh memanfaatkan baik diizinkan
atau tidak oleh rahin.

. Menurut ulama mazhab Hanabilah, bila barang jaminan berupa
hewan, maka murtahin berhak mengambil susunya dan
mempergunakannya sesuai biaya yang telah dikeluarkan. Tetapi

bila barang jaminan tersebut bukan berupa hewan yang tidak



membutuhkan biaya perawatan, murtahin tidak boleh

memanfaatkan marhun tersebut.

Perbedaan pendapat ulama tentang pemanfaatan hewan ternak
oleh murtahin terjadi karena perbedaan tinjauan saja, tetapi kalau
tinjauannya sama menurut hemat penulis tidak ada perbedaan
pendapat. Sebenarnya perbedaan tersebut masih wajar sebab bagi
yang melarang pemanfaatan motif kehati-hatian lebih dominan

jangan sampai terjerumus memakan riba dan mengurangi kualitas

barang jaminan. ﬂr S&pmg/\ltﬂarena dikhawatirkan murtahin

akan mengglmakan—maoselmt secara berlebihan.

Perbedaan pe idap %para fugaha juga di kalangan

ulama mazhab 1> mengenai  sebaliknya, yaitu

pemanfaatan baréﬁﬁj}%ﬁmﬂ@} rahin (pemilik barang), yang

“ONIVERSPTAS

kelompok mazhab Hanafi (ulama Hanafiyah) dan Hanbaliyah

rnenganggap wa raﬁbole memanfaatkan barang yang
menjl“m[gﬂazslli&n, menurut mereka
bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi
tanggungjawab orang yang memanfaatkannya, oleh karena itu
apabila masing-masing pihak ingin memanfaatkan barang
gadaiannya maka harus saling mendapat izin. Apabila barang
yang dimanfaatkan tersebut rusak, maka orang yang

memanfaatkan barang tersebut bertanggungjawab membayar
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ganti rugi®. Dalam hal marhun bukan berupa hewan atau
sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan misalnya
tanah, maka pemegang barang jaminan (murtahin) tidak boleh
memanfaatkan barang jaminan tersebut.

b. Kelompok ulama Malikiyah, berpendapat bahwa bila barang
jaminan telah berada di tangan murtahin, rahin tidak boleh
memanfaatkan barang jaminan baik diizinkan atau tidak sebab

barang tersebut berstatus sebagai jaminan utang bukan hak rahin

secarapenuh.c ISLAM )

c. Kelompok u berpendapat bahwa rahin

Z

dibolehkan m arang gadaian tanpa izin murtahin

miliknya dan murtahin tidak

boleh menghﬂ%ﬂ%”m memanfaatkan hak miliknya,

ORIVERSITAS ™ ™
baik kuali g up Arstlr nya, m:§ pemilik barang
e

bertanggung;awab atas rusakan tersebut. Hadis yang dijadikan
elh 2 E SIA

dple gdaic dAddiag gilldpals (e G Il @ lagy
g

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai barang jaminan
berupa binatang ternak yang dapat ditunggangi atau diambil

susunya, pada pokoknya sebagai berikut :

% Nasrun Haroen, F igh Muamalah, hal. 258
5 Asy-Syaukani, Nail al-Autar (Beirut: Dar al-Fkr, t.t), IV, hal. 264. Hadis riwayat
asy-Syafi’l danad-Daruquthni dari Ibn Abi Fudaik dari Ibn Abi Zaib dari Ibn Syihab dari
Ibn al-Musayyab dari Abi Hurairah
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b. Ulama Hanabilah dan Ishak berpendapat bahwa jika barang
jaminan berupa hewan, penerima gadai boleh memanfaatkan,
misalnya mengendarai, atau mengambil susunya sekedar
mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh pemberi gadai.
Bila barang jaminan bukan berupa hewan hanya boleh
dimanfaatkan dengan seizin pemberi gadai.*’ Bila penerima
gadai tidak memberi makan hewan gadaian, maka segala sesuatu

yang dihasilkan dari binatang tersebut termasuk dalam barang

gadaian dan m %adli%Ma asalnya, maka anak, bulu,

Z
ﬁer@ gdlam barang gadaian, tetapi

menurut Syafi’i il @l h ut mdak termasuk ke dalam barang
y4

gadaian. Sedan ahi? hanya anak binatang dan anak

pohon kurma ya@ﬂmjl(ﬁd; am barang gadaian.

P@M WR«&S:IM Spendap.at dalam
memanfaatkan igtaw m telah berada di tangan

penerima Eadai disebabkan oleh éarena agar rahin maupun

ategmm se Agkan riba dan pula

hakikat rahin adalah akad yang didasarkan tanpa imbalan jasa dan

buah dan susu

murtahin

tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh karena itu ulama
figih menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua
pihak mengadakan syarat bahwa kedua pihak boleh memanfaatkan

barang jaminan, maka akad rahn dianggap tidak sah karena

% Abdul Ghafur Anshari, Gadai Syariah..., hal. 117-118
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bertentangan dengan karakter rahn.”’ Keberadaan barang jaminan
di tempat murtahin adalah karakter rahn, seperti halnya pada zaman
Rasulullah saw menggadaikan baju besinya pada orang yahudi dan
barangnya berada pada kekuasaan orang yahudi tersebut.

Bahwa pada pokoknya segala biaya yang dibutuhkan dalam
rangka pemeliharaan barang jaminan menjadi tanggung jawab
pemilik barang gadai. Demikian pula barang yang dijadikan

sebagai jaminan tersebut tidak boleh dibiarkan saja tanpa

oleh karena itu d i uasa barang untuk memungut
biaya pemelihara idya sewa penyimpanan barang
jaminan. Tetapi a berbeda pendapat tentang kebolehan
bagi penguasa b@g’%@lemebm memanfaatkan barang

"ONIVERSTTAS™

Para ulama tlegrna mazhab empat berbeda pendapat dalam hal

penerima gadai memanfaatkan barang jaminan meskipun telah

menda mgnm i&lﬁmﬂﬂ( barang jaminan

pada pokoknya sebagai berikut :

a. Menurut pandangan sebagian ulama Hanafiyah, selama barang
tersebut berada dalam penguasaan murtahin, murtahin boleh
memanfaatkannya bila telah mendapat izin dari pemilik barang,
tetapi sebagian yang lain berpendapat tidak membolehkan
karena pemanfaatan barang jaminan tersebut merupakan riba

yang dilarang oleh syara’, meskipun telah mendapat izin dari

™ Sutan Remy Syahdeiny, Perbankan Islam, hal. 86
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pemberi gadai. Menurut mereka ridha dan izin pemberi gadai
tersebut cenderung mengandung keterpaksaan karena khawatir
tidak mendapatkan uang yang akan dipinjam. Ridha dan izin
tidak berlaku dalam masalah ini. Apalagi bila barang jaminan
tersebut berupa binatang ternak, menurut pandangan sebagian
ulama Hanafiyah, murtahin boleh memanfaatkan hewan ternak
tersebut bila telah mendapat izin dari pemilik binatang ternak.”’
b. Ulama Malikyah, ulama Syafi’iyah dan sebagian ulama

Hanafiyah ya@ n&hmefcpe%pat bahwa bila hewan itu

dibiarkan dan éak «w pemilik barang, maka murtahin

(penerima gadai) aatkannya baik dengan izin

brarkan binatang ternak tersebut

@‘F‘i‘l W"Eﬁ"glﬂ S ol
barang jamin a diizink leh pemberi gadai atau telah
d:syaratkan §:Iﬁ- ::{ﬁn\ M tersebut adalah barang yang
bolell MQQME&LAMWL secara jelas.
Ulama mazhab Syafi’iyah juga berpendapat seperti pendapat
ulama Malikiyah dalam hal ini’>. Ibnu Qudamah menjelaskan

bahwa pengambilan manfaat dari barang gadai mencakup dua

" Nasrun Haroen, Figih Muamalah, hal. 257

" Ibid hal. 257
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keadaan, yakni keadaan tidak membutuhkan biaya dan keadaan

membutuhkan biaya.”

4. Pemeliharaan Barang Jaminan
Barang yang dijadikan jaminan dalam gadai dalam beberapa
waktu berada dalam penguasaan penerima gadai (murtahin). Dalam
masa tersebut akan menjadi sia-sia apabila hanya diletakkan begitu
saja. Oleh karena itu disamping terdapat pendapat ulama mengenai
kebolehan pe:ftdﬁbm j@ﬁnan, juga pemeliharaan barang

jaminan, ap.

jiban pemberi gadai ataukah

penerima gadai. beberapa perbedaan pendapat

y4
ulama tentang ha

pada pokoknya S@JJM@J

"ONIVERSITAS™ =
grhun mr§ g i dengan alasan barang
tersebut beras m§an tetap menjadi miliknya.

b. Merlmt Bgmg %jAmk menyimpan dan

memelihara keselamatan marhun menjadi tanggungan murtahin

lah dikemukakan di atas, yang

dalam kapasitasnya sebagai penerima amanah.

Kesimpulan dari dua pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa
biaya marhun tetap hak rahin sebagai pemilik barang. Tetapi oleh
karena marhun berada dalam kekuasaan murtahin dan murtahin

diizinkan untuk memelihara marhun, maka biaya ditanggung oleh

” Ibn Qudamah, al-Mugni Li Ibn Qudamah, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah ai-
‘Arabiyyah, t.t), IV, hal. 426
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murtahin. Sedangkan mengenai pengganti biaya pemeliharaan bila
diizinkan oleh rahin, murtahin dapat memungut biaya pemeliharaan
sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya bila rahin
tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah

dikeluarkan oleh murtahin menjadi utang rahin.”

5. Barang-Barang Yang Dapat Dijadikan Jaminan.

Tidak semua barang bergerak ataupun tidak bergerak dapat

dijadikan jaminapg tetapi /para %a telah menentukan kriteria-
Z

kriteria. Di antara érite 1 'sebut yang paling rajih adalah:
M)
a. Berupa baran

barang nyata :%pat d an secara langsung.

b. Barang terse HM}M rahin, karena sebelum tetap
U’N NVERSPTAS = ™

c. Barang yang§ga|1'ﬂ-kan harus berstatus sebagai piutang bagi
<NRONESIA

Menurut ulama Syafi’iyah, barang yang dapat digadaikan adalah

nyata di depan mata, karena

semua barang yang dapat dijual. Berdasarkan kriteria-kriteria di
atas, maka dalam hukum Islam barang yang dapat dijadikan
jaminan meliputi barang bergerak dan tidak bergerak.” Menurut

versi lain, barang yang dapat digadaikan adalah :

" Sasli Rais, PEGADAIAN SYARIAH, Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian
Kontemporer), hal. 70

" Ibid. Hal. 69
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1. Dapat diserahterimakan.
2. Bermanfaat.
3. Milik rahin.
4. Jelas.
5. Tidak bersatu dengan harta lain.
6. Dikuasai oleh rahin.
7. Harta yang tetap dan dapat dipindahkan.”
Hal yang tidak terduga terhadap marhun adalah bila ternyata

marhun tersebut@jlhﬁg- ‘atal m
Z

snah. Ulama Syafi’iyah dan

g
Hanabilah berpe o

sengaja, maka enanggung resiko tersebut.

Sedangkan me Hanafiyah, murtahin menanggung

resikn alibne AN A B e b o, asarhin

teﬂﬁfw Eﬁsglfara ﬁarg tersebut kepada
murtahin sampii ga.i gnya Earaﬁjx"inan tersebut.”’

Para ulama figh terutama mazhab empat bermacam-macam
pendaleMQ Qm L&b Maliki, rahn dapat
dilakukan (dipraktekkan) pada semua macam harga pada semua
macam jual beli kecuali jual beli mata uang (sharf) dan pokok
modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungan. Menurut
mazhab Syafi’iy, bahwa barang yang digadaikan mempunyai 3

syarat, yaitu :

7 Abdul Ghofur Anshory, Gadai Syariah, hal. 116

" Sasli Rais, Pegadaian Syariah, Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian
Kontemporer), Hal. 70
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1. Berupa hutang, barang nyata tidak dapat digadaikan.

2. Menjadi tetap, sebelum tetap tidak dapat digadaikan.

3. Mengikatnya gadai tidak dalam masa penantian terjadi dan
tidak menjadi wajib, misalnya gadai dalam kitabah.”
Sedangkan mengenai kriteria barang yang dapat digadaikan

harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

a. Barang jaminan milik nasabah sendiri.

b. Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil

pasar. c ISLAM

el
¢. Dapat dlkuasal,‘:n

Barang ja.rmna%heb

hukum Islam har mme pa syarat, yaitu:

a. Obyek akad dam}lj dapat dilaksanakan.
) @NI‘WE‘F‘{STT"NS"‘
c. Obyek akad Idg Idl_transgsknxenumt syarak.*

Konsep ar-rahnu yang dikemukakan oleh para ulama klasik
hanya MQ;Q Jeﬂh;ﬁl@ piutang hanya terjadi
antara seorang yang memerlukan harta dengan seorang yang
mempunyai kelebihan harta®'. Konsep demikian kemudian pada

masa sekarang dikembangkan dengan status badan hukum lembaga

"® Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi,
Ed. 11, Cet. I1I (Yogyakarta : EKONISIA), hal. 161

7 Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, hal. 30

% Syamsul Anwar, HUKUM PERJANJIAN SYARIAH, Studi Tentang Teori Akad
Dalam Fikih Muamalat, hal 191

# Nasrun Haroen, Fig Mua'amalah, hal. 259
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keuangan yang di dalamnya terdapat perbankan dan pegadaian
syariah. Meskipun demikian, konsep para ulama klasik tersebut
telah membuka pemikiran yang lebih luas dalam bidang

perekonomian.

6. Berakhirnya Gadai (Rahn)
Akhir gadai dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu :
a. Barang jaminan telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
b. Rahin meml(aﬂ Mgvtya\
¢. Dijual dengnh:pe i i atas perintah rahin.

d. Pembebasan
>

persetujuan

Menurut ulama |

@NWE“F? §T‘T’%\ G st femehe
memiliki tenggan

b. Dibatalkan oleh para plhak yang melakukan akad apabila akad
ANEARNESIA
c. Apabila suatu akad mengikat maka akan berakhir jika :
1) Akad tersebut fasid.
2) Berlaku khiyar syarat, khiyar aib.
3) Akad tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang
berakad.

4) Telah tercapai tujuan akad tersebut secara sempurna.

#2 Abdul Ghofur Anshory, Gadai Syariah, hal. 122
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5) Salah satu pihak yang berakad wafat, tetapi dapat
diwariskan kepada ahli warisnya sehingga tidak ada yang

dirugikan.®

E. Mekanisme Pengambilan Laba Dalam Usaha Gadai (Rahn)
Berdasarkan kepada pendapat para ulama fiqih tersebut di atas, maka
dapat memberi inspirasi kepada penulis terhadap pengambilan laba oleh
murtahin. Rahn pada saat ini dapat dikatakan sebagai alat untuk
mengembangkan perekénomian /dérgan ‘menyertakan jaminan barang.

Para pihak yang terlibat didalami

ya 'dapat mengadakan kesepakatan
pinjam meminjam uafig deéngan dasar rahn. Sebagaimana telah
disebutkan di atas bahwastujuan tahin menggadaikan barang adakalanya
karena motif konsumsi dan ada pula motif mencari modal tambahan. Ide
kesepakatan dapat berasal dasi rahinomaupun.dari murtahin. Dalam hal
ide berasal dari rahin, maka dana yang diperoleh adalah pinjaman, masa
pelunasan tergantung kepada perjanjian.

Untuk motif konsumsi dapat saja rahin"meminjam dana banyak karena
barang jaminannya banyak atau barang jaminannya bernilai tinggi
sehingga mendapatkan pinjaman besar. Meskipun pada mulanya berasal
dari kebutuhan mendesak dari rahin, namun tidak menutup kemungkinan
rahin dapat memperoleh sisa, kemudian menggunakan sisa dana
pinjamannya dari menyisihkannya tersebut diputar dengan harapan dapat

meringankan pengangsuran pinjaman dengan asumsi mendapatkan

*3Sasli Rais, PEGADAIAN SYARIAH, Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian
Kontemporer), Hal. 116
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keuntungan, murtahin akan memperoleh laba dari banyaknya barang
yang dijadikan jaminan. Untuk laba yang diambil dengan model ini,
keuntungan yang didapat oleh murtahin berasal dari biaya sewa tempat
penyimpanan dan perawatan yang dilakukan oleh murtahin.

Bila ide berasal dari murtahin sebagai pemilik modal, pihak murtahin
menawarkan dananya untuk dikembangkan dengan produk pembiayaan,
maka termasuk ke dalam pinjaman produktif., tetapi dapat pula ide

berasal dari rahin yang ingin mengembangkan usaha namun tidak

memiliki modal juga d@t@i&a@e@éﬁk sebagai pinjaman produktif.

g Z
!para¢ d% it mengadakan kesepakatan
i guntungkan. Tetapi sesuai dengan
||
:

dana, sedangkan munah@umm&ma dana. Oleh karena itu rahin

R EFR STTS =
dapat pula menggunaliagy em ;EA ﬂan akad ijarah. Adapun para

pihak mengadakan kerjasama dengan produk pembiayaan seperti telah

Bila hal ini terjadi,

S

mengadakan kerjasama

karakter rahn, ide harus arena dia yang membutuhkan

dijelaskan di 1 1 y. pingan karena sifat
dasar rahn adalah memenuhi kebutuhan mendesak rahin. Meskipun
begitu, murtahin selaku penyedia dana dibenarkan menyalurkan dananya
kepada nasabah untuk dikelola.

Para ulama dalam mazhab empat telah menjelaskan berbagai
pemikiran tentang rahn dari berbagai macam tinjauan. Di antaranya
adalah pemanfaatan barang jaminan yang berada pada penguasaan
murtahin, meskipun tidak terjadi kesepakatan / kesamaan pendapat di

antara mereka, namun setidaknya dapat membuka wawasan untuk
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memanfaatkan barang yang menganggur di tempat murtahin apabila
diizinkan oleh rahin selaku pemilik barang. Demikian pula apabila
barang jaminan ternyata berujud barang tidak bergerak misalnya tanah
sawah ataupun pekarangan. Katakan sebagai jaminan rahn berupa tanah
sawah yang digadaikan oleh rahin pada murtahin. Selama tanah sawah
tersebut masih berstatus sebagai barang jaminan dan rahin memberi izin
kepada murtahin untuk mengolah sawah tersebut, maka sawah tersebut
akan dikelola sehingga menghasilkan uang. Pengelola dapat berasal dari
rahin sendiri, dari murtahin ataupun'dari orang lain yang berminat.
Dalam rangka memperoleh pendapatan dalam usaha gadai seperti
tersebut di atas, maka' diperlukan akad yang jelas, yang dapat
membenarkan bagi murtahin memperoleh keuntungan. Pada akad rahn
barang bergerak, murtahin /| memperoleh uang sebagai administrasi
setelah penyerahan, barapg-gadai-kepada yuurtahin lantaran barang gadai
akan disimpan oleh murtahin, sedangkan pada akad ijarah terjadi
kesepakatan antara pemilik barang dan pemberi pinjaman mengenai
besarnya sewa barang'sélamd barangtersébut berada di tempat murtahin.
Dalam akad rahn, murtahin dapat memanfaatkan marhun bila
mendapat izin dari rahin, meskipun demikian murtahin tidak boleh
menggunakan sekehendaknya sehingga merusak kualitas barang jaminan.
Demikian pula sebaliknya rahin dapat memanfaatkan marhun yang
berada pada murtahin bila mendapat izin dari murtahin, tetapi harus
dengan akad bagi hasil. Untuk besarnya persentase pembagian laba
tergantung kepada kesepakatan dengan catatan pengelola marhun

mendapatkan keuntungan lebih besar karena barang marhun berada di
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bawah kekuasaannya dan pengelola memerlukan biaya-biaya untuk
menjalankan usahanya.

Dalam hal barang gadaian berupa benda tak bergerak misalnya tanah
pekarangan, murtahin dapat menggunakan barang jaminan yang berada
dalam kekuasaannya, tetapi dalam penggunaannya tidak boleh berlebihan
dan harus setahu dan seizin rahin, sebab rahin sebagai pemilik harta.
Bila rahn dikembalikan sebagaimana semula, maka sesuai dengan sifat
rahn dari sisi sosial yang bertujuan menolong kepada orang yang
membutuhkan keuangaf, rahin-hanya wajib mengembalikan pinjaman
uang dan tidak boleh ada tambahan karena hal ini termasuk gardhul
hasan (pinjaman kebaikan'dengan‘menolong dari sisi sosial). Oleh karena
penerima gadai (murtahin) menyimpan barang milik pemberi gadai dan
ia harus bertanggungjawab menjaga batang tersebut sebagai amanat agar
jangan sampais rusak, maka- halyite~menjadi salasan bagi pegadaian
memungut biaya perawatan dari rahin. Apalagi tempat penyimpanan
barang gadai mempunyai fasilitas lengkap sehingga barang yang
tersimpan dalam keadaan™ selalu Baik."Di” sinilah pihak murtahin
mendapatkan laba / keuntungan.

Murtahin juga mendapatkan keuntungan dengan menjalankan akad
mudharabah terhadap semua jenis marhun, baik barang bergerak maupun
tidak bergerak. Untuk barang bergerak dengan tujuan konsumsi murtahin
hanya dapat mengambil keuntungan dari sisi lamanya waktu pelunasan
sehingga semakin lama barang jaminan berada pada murtahin maka
semakin banyak pula keuntungan yang didapat. Bila di zaman Nabi

Muhammad saw seperti yang dicontohkan oleh  beliau sendiri
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berhubungan dengan kebutuhan konsumsi makan dengan jaminan baju
besi beliau, dapat penulis katakan bahwa nilai harga terhadap baju besi
milik Nabi Muhammad saw tersebut telah diperhitungkan ketika si
yahudi tersebut memberikan sejumlah gandum sebagai konpensasi harga
baju besi beliau atau dengan kata lain telah ditaksir sedemikian harganya
sehingga orang yahudi tersebut mengabulkan permintaan beliau,
demikian pula telah diperhitungkan sewa tempat penyimpanan selama
baju besi beliau tersebut berada di tempat orang yahudi. Tempat
penyimpanan yang dimdksudkan‘di-sini_adalah selama baju besi beliau
dikuasai dan dijaga oleh i yaludi.

Sedangkan yang terjadi pada sababat Nabi adalah rahn dengan
jaminan berupa binatang ternak) Nabi> sendiri telah bersabda bahwa
penerima gadai berhak memanfaatkan -binatang ternak milik pemberi
gadai dap atau pmemerah-—-susunya—sebagai konpensasi dari biaya
perawatan. Dalam hal binatang ternak berupa kambing betina yang telah
dewasa dan telah dapat diambil susunya di sini juga dapat dipakai
sebagai sumber pengambilarn laba, karena Ssemakin lama binatang ternak
berada pada murtahin karena belum dapat dilunasi maka semakin banyak
pula keuntungan yang didapat dari perahan susunya. Belum lagi bulu
kambing yang dapat dimanfaatkan oleh murtahin untuk mengambil
keuntungan, tetapi hal itu semua harus diimbangi dengan perawatan
yang sewajarnya.

Para ulama juga ada yang berpendapat bahwa tumbuh-tumbuhan dan
buah-buahan dapat dijadikan sebagai barang jaminan, sebab prinsipnya

semua yang dapat dijual dapat dijadikan barang jaminan. Mengenai
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pengambilan laba dari hasil pertanian, misalnya gabah kering, murtahin
dapat menerima sebagai barang jaminan atau murtahin menyediakan
tempat penyimpanan gabah yang aman dan terjaga kualitasnya, untuk itu
maka murtahin dapat memungut biaya penyimpanan dan perawatan
gabah tersebut. Kesimpulan dari pembicaraan bab ini kembali kepada
dua macam akad, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Sedangkan mengenai

teknis kedua macam akad tersebut tidak dijelaskan oleh para ulama.

Fatwa DSN Tentang Rahn
Mengenai rahn Majelis Wlamay Indonesia telah mengeluarkan 3
macam fatwa, yaitu Fatwa DSN=MUT N§,25/DSN-MUI/I11/2002 tanggal
26 Juni 2002 tentang Rahn, Fatwa DSN:MUI No.26/DSN-MUV/111/2002
tanggal 28 Maret 2002 tentang. /Rahn’Emas dan Fatwa DSN-MUI
No.68/DSN-MUI/HI/2008 tanggal-Q6 Maret.2008 tentang Rahn Tasjily.
% Pertama : Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUU/III/2002 tanggal 26
Juni 2002 tentang Rahn menyatakan :
Hukum Tentang Ratin *“Bahwa-pinjaman’dengan menggadaikan
barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan
ketentuan sebagai berikut :
Ketentuan Umum
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan
Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan
barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada

prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin
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kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan
perawatannya.

. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi
kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin,
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi
kewajiban Rahin.

. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh

ditentukan berdasarfn jUThidd 'ﬁﬁxj%n.

. Penjualan Marhun

a. Apabila jatuh te arus memperingatkan Rahin

untuk segera me

b. Apabila Rahin fé&a (t;‘! melunasi utangnya, maka
MO ER R B G i
c¢. Hasil penjualall gr[un (h&naknxntuk melunasi utang, biaya
pemel:hN aan dan penyﬁ yg belum dibayar serta biaya

pen_]uaJ

d. Ketentuan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
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2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.

Kedua : Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang
Gadai Emas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn.

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung

oleh pengga hin).- A M \

&uﬁj at 2 besarnya didasarkan pada

erlukan.

3. Ongkos sebagai

pengeluaran yag n
= n

4. Biaya penyimpanan g (m

aad jarsn. S I

“ONIVERSITAS™ == *
Maret 2008 yzlngrltﬁltu?kan dengan Ketentuan Umum dan

Ketentuan Khusus. Dalam Ketentuan Umumnya menyatakan
bahwa Ilmglgim Ex§ 'dﬁ bentuk barang atas

utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam

hun) dilakukan berdasarkan

penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya
diserahkan kepada murtahin. Sedangkan dalam Ketentuan Khusus
menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai
jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin.
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b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah
kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan
kepemilikan barang ke Murtahin. Dan apabila terjadi
wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, Marhun dapat
dijual paksa / eksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual
ke pihak lain sesuai prinsip syariah.

c. Rahin memberikan wewenang kepada Murtahin untuk

mengeksekusi barang tersebut apabila wanprestasi atau tidak

dapat melunasi @taﬁéﬁﬁ M

¢h rahin harus dalam batas

kewajaran sesudgkes

e. Murtahin da biaya pemeliharaan dan

A mk‘;&m bukti sah kepemilikan atau
UNIVERSITAS

f. Besaran biay Kxnylmpanan barang marhun

penyimpanan b

tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
g. Bcsar!“i@ Qamg %Lﬁ huruf e tersebut

didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya

berdasarkan akad ljarah.
h. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin.
Disamping itu ketentuan-ketentuan umum fatwa No.25/DSN-
MUV/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn yang terkait
dengan akad Rahn Tasjily tetap berlaku. Kemudian dalam

Ketentuan Penutup Rahn Tasjily disebutkan :
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1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) diantara para pihak dan
tidak tercapai kesepakatan di antara mereka, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah
Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

2. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,
akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Tanggal ditetapkan berlaku adalah 06 Maret 2008.

Berdasarkan kq%dd Tiga'fatwa I

N di atas, maka akad dalam
o <L ; :
pegadaian syariah di %g macam, yaitu :

1. Akad Rahn, yaita milik si peminjam sebagai

g diterimanya, pihak yang menahan

memperoleh ]KM’M @éﬂmw seluruh atau sebagian
UNIVERSITAS

2. Akad Qardhul _hasan, ad dimana rahin dalam
mengembalikan pinjamannyakﬁ boleh dengan tambahan
—JNDONESIA

3. Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan /
atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti pemindahan
kepemilikan atas barangnya sendiri. Konsekuensinya, pegadaian
boleh menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik
nasabah.

Sedangkan mengenai teknisnya adalah adanya rahn tasjily
dimana barang jaminan tetap berada pada penguasaan pemilik

barang, tetapi surat bukti kepemilikannya berada pada penerima
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gadai. Jadi pemilik barang masih bisa menggunakan barang
jaminan tersebut secara wajar sesuai kesepakatan tetapi dengan
syarat tidak mengurangi kualitas dan atau kuantitas barang
jaminan.

Oleh karena dalam pegadaian syariah menggunakan dua akad
sekaligus, maka menurut sifatnya, harus memenuhi ketentuan-
ketentuan yang menyertainya sebagai berikut :

1. Akadnya tidak boleh mengandung syarat yang dilarang, yaitu
murtahin mem%lehﬁb&ﬁﬁéng@mkan barang jaminan tanpa

Z
batas. D
2. Marhun bih (pinjam d%embahkan kepada yang berhak
(£

(murtahin), b 1 pinjaman maupun dengan

: L‘%gan barang jaminan.

ST TS e
bernilai, jela.i gﬁya’AmlM penuh rahin, tidak terkait
dengan hak orang lain dan dapat diserahkan baik materinya
nanl P NE SIA

4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang

barang melalui mek

dirahnkan serta jangka waktu pelunasan rahn ditetapkan
berdasarkan prosedur.

5. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya
asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan dan biaya

pengelolaan serta administrasi.*

* Andri Sumitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Ed. 1, cet. 1 (Jakarta : Kencana
Prenada Media Group, 2009), hal. 388
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
ketentuan hukum Islam mengenai rahn adalah :
1. Rahn dibolehkan dalam ketentuan hukum Islam.
2. Rahn mencakup segala benda yang dapat dijual.
3. Rahn harus di tangan murtahin, bukan di tangan rahin. Jika
rahin meminta pengembalian marhun, maka tidak
diperbolehkan.

4. Barang-barang yang tidak boleh digadaikan adalah barang-

barang yang dan tidak bernilai menurut

;

Z
an(dan buah-buahan di pohon yang

-

5. Jika waktu yang dit jatuh tempo, maka murtahin

meminta JQMMI@J hutangnya. Bila rahin telah
i i balikan
ONIVERSITAS™

barang milik rahin. Jika rahin tidak membayar hutangnya maka

Islam, kecual

belum masak

NIVERSIEAS

SEINO

murtahin mengambi lﬁl\angnya dari hasil barang yang
digalmgmgﬁll ﬁada. Jika tidak ada
hasilnya maka murtahin menjual barangnya untuk mengambil
pelunasannya, bila masih ada sisa harus dikembalikan kepada
rahin. Jika ternyata hasil penjualannya tidak cukup untuk
melunasi hutangnya, maka sisa utang menjadi tanggungannya.
6. Rahin adalah amanat di tangan murtahin, jika marhun
mengalami kerusakan bukan karena disengaja, maka murtahin
tidak wajib mengganti dan piutangnya tetap menjadi

tanggungan rahin.
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Rahn dapat dititipkan kepada orang yang dipercaya selain
murtahin, karena yang terpenting pada rahn adalah menjaganya
dan dapat dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya.

Jika rahin mensyaratkan agar marhun tidak dijual ketika utang
telah jatuh tempo, maka batallah rahn tersebut. Demikian pula
bila murtahin mensyaratkan setelah jatuh tempo rahin tidak
melunasi hutangnya kemudian marhun menjadi miliknya,

maka rahn tersebut tidak sah. Rasulullah saw telah bersabda

yang diﬂway@aﬁsdleﬁlfhnu:&(ajah dengan sanad yang baik
Z
imi Ecl)lndanrahn itu milik orang yang

g
bahwa rahn t %)ak

menggadaikannya,

kerugiannya.

atas keuntungannya dan

ONIVER

Jika rahin berten ﬁ;ﬂ murtahin mengenai besarnya

ONIVERSTITA S ™" e
sumpah, kec ila m at mendatangkan bukti yang
menyangka'.n Eng pula bila rahin menggadaikan unta
dan ngeg mﬁ §J@hya dengan sumpah
bahwa yang digadaikan hanyalah untanya saja tanpa anaknya,
maka yang dianggap adalah ucapan murtahin. Rasulullah telah
bersabda mengenai hal ini bahwa barang bukti dimintakan dari
orang yang mengaku, sedangkan sumpah dimintakan dari
orang yang menyangkal.

Bila terjadi wanprestasi salah satu pihak, maka

penyelesaiannya ke basyarnas dan pengadilan agama.
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Jika murtahin mengaku telah mengembalikan marhun,
sedangkan rahin tidak mengakuinya, maka yang diterima
adalah ucapan rahin dengan sumpah, kecuali murtahin dapat
mendatangkan bukti sebaliknya.

Murtahin berhak menaiki rahn yang bisa dinaiki (dalam hal
rahn binatang ternak) dan memerah susunya yang bisa diperah
sesuai denga besarnya biaya yang dikeluarkan untu rahn
tersebut dengan syarat adil, tidak memanfaatkan lebih banyak

dari biaya m@l&ﬁéuﬁm \uk rahn tersebut. Rasulullah

saw bersabda

hewan dapat dinaiki denga

mengeluarkan ila hewan tersebut digadaikan,

susunya bole en mengeluarkan biaya jika
digadaikan. oméjw Elic dan memerah harus

UMIVERSITAS
Hasil rahn, gxl anak K m (jika rahn berupa hewan),
panen ﬁi !ri:hn bemﬁtanamg enjadi milik rahin. Oleh

mem apa saja yang
dibutuhkannya. Rasulullah saw bersabda dalam hal ini bahwa
rahn itu milik orang yang menggadaikannya, ia berhak
memperoleh keuntungan dan kerugiannya.
Jika murtahin mengeluarkan biaya untuk rahn tanpa izin
kepada rahin, maka murtahin tidak boleh meminta rahin
mengganti biaya yang telah dikeluarkannya untuk rahn
tersebut. Jika murtahin tidak dapat meminta izin kepada rahin

karena lokasinya berjauhan, murtahin berhak meminta rahin
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mengganti biayanya. Jika tempat keduanya tidak berjauhan, ia
tidak boleh meminta pengembalian atas apa yang telah
dikerjakannya.

Jika rumah yang digadaikan mengalami kerusakan, kemudian
murtahin memperbaikinya tanpa seizin rahin, maka tidak ada
salahnya meminta penggantian biaya yang dikeluarkan untuk
memperbaiki rumah tersebut, kecuali rahn berupa alat,

misalnya kayu dan batu yang tidak dapat dicabut, maka

murtahin dapﬁﬁnéﬁim% f)éng;}lﬁan kepada rahin.
Z

Jika rahin meni bangkrut, maka murtahin lebih

berhak atas semua kreditur. Jika tempo

pembayaran menjual marhun yang ada

o) mmbﬂ piutangnya dari hasil
jual W-Eﬁ =Ji Nglannya melebihi
gﬁ!ﬂ] gﬁ‘, lKk\uaswrtm mengembalikan kepada

rahin, sebaliknya jika hasil penjualannya tidak cukup untuk

DL INE U s ks

sama dengan para kreditur lainnya terhadap sisa rahn.

Pemanfaatan barang jaminan dapat dikategorikan ke dalam
rahn dengan tujuan produktif.

Dibolehkan rahn tasjily, yaitu marhun tetap dalam penguasaan
rahin, tetapi bukti kepemilikannya diserahkan kepada
murtahin.

Biaya penyimpanan barang jaminan menjadi kewajiban rahin

selama hutang belum dilunasi.



BAB III

PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Sejarah Berdirinya
Sebelum berdiri pegadaian syariah di Indonesia, telah berdiri lembaga
pegadaian non syariah yang merupakan warisan penjajahan Belanda yang
menjalankan dan menerapkan sistim operasional dengan memungut

bunga dari uang pinj t ini masih tetap berjalan.

Berdirinya pegadaian ada tahun 1998, ketika itu

kemudian dari hasil stuc i rseb(\ﬁ ulai dilakukan penggodokan

rencana pendirian pegadﬁaﬁ M@z}}ndonesm, tetapi saat itu ada

sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding tersebut hanya

menumpuum‘!hmg B §J’lk‘r)® ﬁm marak, Bank
Muamalat Indonesia J}MM dan membantu pembiayaan

dan pengemba{N @ M@*tﬂqm sistem pegadaian

syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah mulai dioperasikan®.

Selain hal di atas lahirnya pegadaian syariah didahului dengan adanya
BPR dan asuransi syariah sehingga mendapat perhatian dari beberapa
praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu lembaga sendiri.
Lembaga pegadaian syariah yang pertama kali dioperasikan adalah
Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika Jakarta yang beroperasi di

Indonesia dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah pada bulan Januari

® http://jamilncera.blogspot.com/2010/06/pegadaian-syariah.htm]

RA
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2003, kemudian muncul di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta
dan Yogyakarta pada tahun yang sama 2003, dan 4 kantor cabang

pegadaian di Aceh yang berubah menjadi pegadaian syariah.

Landasan Hukum

Yang dijadikan landasan hukum secara naqli didirikannya pegadaian
syariah di Indonesia adalah al-Quran dan al-Hadis sebagaimana telah
penulis sebutkan dalam BAB II di atas, sedangkan landasan peraturan
perundang-undangannyad’, adalah ~Pasal 5\ ayat (2) huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 10 tanggal 10 April tahun 1990 menyebutkan bahwa
tujuan pegadaian adalah 'pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba,
dan pinjaman tidak wajar lainnya. Berdasarkan bunyi pasal tersebut,
maka timbullah ide untuk membéntuk ‘suatu lembaga pegadaian yang
tidak memungut riba. Oleh-karena demikian,, sedangkan lembaga yang
tidak memungut riba hanyalah kalau lembaga tersebut berprinsip syariah
dan riba adalah bagian dari ruang lingkup pembahasan hukum Islam,
maka dibentuklah lembdga yang dinamakan pegadaian syariah.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahunl1990 tentang
Perbankan pula menjadi awal landasan pembentukan pegadaian syariah,
kemudian diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor
103 tahun 2000 hingga sekarang, maka pegadaian syariah mulai aktif dan
eksis, apalagi menyusul dengan keputusan fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga Bank (intersat/fa’idah).
Dalam Keputusan Fatwa MUI tersebut disebutkan bahwa bunga bank

diharamkan bagi umat muslim karena dianggap termasuk riba nasi’ah.
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Menurut surat keputusan tersebut yang dimaksud bunga
(Interest/fa’idah) adalah “tambahan yang dikenakan dalam transaksi
pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman
tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan
tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya
berdasarkan persentase”. Selanjutnya MUI mengharamkan riba adalah
karena “praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba
yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW” yaitu termasuk riba nasi’ah.
Riba nasi’ah, masih dalam>fatwa/\ MUI tersebut, adalah “tambahan
(ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi  karena penangguhan dalam
pembayaran yang dipetjanjikanrsebelumnya”. Jadi, praktik pembungaan
yang ada saat ini baik ito dilakukan ol¢h [perbankan, asuransi, koperasi,
maupun lembaga keuangan ldinnya ‘dibukumi haram, karena termasuk
riba dan hukum riba adalah-haram:

Meskipun demikian, keputusan MUI tersebut hanya berlaku pada
daerah yang belum ada lembaga keuangan syariah, sedangkan apabila di
daerah tersebut' belum” ada”lembaga~kéuangan syariah yang menjadi
subtitusi lembaga keuangan konvensional, maka MUI masih
memperbolehkan penggunaan jasa lembaga keuangan konvensional
dengan alasan dharurat / hajat. Alasan pengharaman riba di samping dari
al-Quran, juga al-Hadis. Di antara hadis yang diambil oleh MUI adalah :
1. Dari Jabir r.a.,ia berkata :

433y A8 Alas LN Ol adle 20 e o 5l ¢l

#13m o O3
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“Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba,
memberikan, menuliskan, dan dua orang yang mengzaksikan.“ Ia
berkata: “mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim)*®

. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda:

2S5 O 50 s o saite ol aly e s B i 005 01
A5} 55
“Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah

(sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn
Majah).¥

Sedangkan dalam menjalankan usahanya, landasan hukum pegadaian
/ ISLAM

@ona] sebagai badan pengawas

O
nbank yang dibentuk oleh Majelis
Z

Mengawasi jalannya i pegadaian sehari-hari agar

. Memblat petngdtaan/Sckara berkala-(biashnyd tiap tahun) bahwa bank

yang diawasinya tel%anAuMgan ketentuan syariah.

. Meneliti W@NE 541,\]( &u berdasarkan fatwa

dari DSN. %8

. Macam-macam Barang Jaminan

Barang-barang jaminan dalam pegadaian syariah harus bersih dari

unsur riba, gharar dan maysir, sebagai berikut:

% HR. Muslim, No. 2995

87

HR. Ibnu Majah, No. 2265

* Abdul Ghafur Anshari, Gadai Syariah, hal. 141
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I. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara,
emas, perak, platina dan sebagainya.

2. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan kesehatan, perlengkapan
bermain dan sebagainya.

3. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, tv,
komputer dan lain-lain.

4. Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan
sebagainya.

5. Barang-barang lain y@ dmaﬁ.

Barang-barang yang

fima sebagai jaminan karena

berbagai alasan kesulital

1. Barang-barang beruk
satelit dan sebagainy&yﬂ’t&iﬂj @J
NV ERSITAS ™
dan lain-lain.
ISL_AM

3. Barang-barang yang sulit penyimpanannya dan pemeliharaannya,

/a pesawat terbang, kereta api,

misalnyalal Wi lain=
Pegadaian syariah juga telah meluncurkan berbagai macam produk
dimana akan mendapatkan laba dari operasional produk-produk tersebut
dengan jenis barang jaminan yang sesuai. Bahkan produk-produk yang
dijalankan dengan tujuan produktif, meskipun hingga saat ini sesuai
dengan petunjuk direksi hanya benda bergerak tertentu saja yang

dijalankan.

¥ Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, Ed.
I1, Cet. I1I (Yogyakarta : EKONISIA), hal.172
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Di atas telah penulis jelaskan bahwa tujuan peminjaman uang dapat
dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tujuan konsumsi dan tujuan produktif.
Dalam tujuan konsumsi, bila nasabah meminjam uang, maka pihak
pegadaian syariah tidak boleh meminta imbalan, karena semata-mata
menolong sesama manusia. Meskipun demikian pegadaian syariah masih
dapat memperoleh keuntungan yang berasal dari biaya penitipan barang
jaminan karena barang jaminan harus berada pada murtahin dengan akad
ujrah.

Sedangkan dalam tujuan-produktif, \murtahin dapat menyediakan
pembiayaan bagi nasabah yarig memierhikan untuk pengembangan usaha.
Usaha yang dimaksud “di siniy fahin -dapat memilih apakah dengan
syistem mudharabah, | musyarakah, niurabahah atau lainnya. Oleh
karenanya memerlukankesepakatan ~tentang persentase pembagian
keuntungan,y baik dengan~akad-mudharabah, akadebai® muqayyadah,
maupun musyarakah _amwal inan_karena itu masing-masing mendapat
bagian laba dari usaha produktif. Untuk mendapatkan modal dengan
tujuan produktif dengan bafang jamifian Seperti tersebut di atas, maka
rahin dapat mengajukan permohonan pembiayaan dengan system bagi
hasil. Di pegadaian syariah disediakan 4 macam akad, yaitu akad rahn,
akad mudharabah, akad bai’ muqayyadah dan akad musyarakah amwal
al-iman.

Bila murtahin dan rahin memilih mudharabah maka harus ada
kesepakatan dalam pembagian laba. Demikian pula bila ternyata

mengalami kerugian juga harus dituangkan ke dalam materi kesepakatan.
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Sedangkan untuk pengawasan jalannya usaha, pegadaian syariah
dapat memberi sanksi kepada nasabah yang tidak menjalankan usahanya
berdasarkan prinsip syariah, misalnya ternyata uang pinjaman dipakai
untuk jual beli minuman keras.

Produk-produk lain yang dikeluarkan ( rahn ) di pegadaian syariah
yang harus dengan barang jaminan ataupun yang berhﬁbungan dengan
obyek keuntungan adalah berupa:

1. Pemberian pinjaman / pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah
dengan syarat rahin/menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan.
Di sini memerlukan tempat penyimpanan barang yang harus dibayar
sewanya oleh pembeti/gadaiy séhingga pihak pegadaian atau murtahin
memperoleh keuntungan dari/séwa tersebut.

2. Penaksiran nilai barang; dilakukan oleh petugas penaksir yang telah
berpengalaman denganymenggunakanjalat-penaksirs Pihak pegadaian
atau murtahin akan. memperoleh , imbalan jasa berupa ongkos
penaksiran. Produk ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin
mengetahui Kualitas-bararig.

3. Penitipan barang (wadi’ah), pihak pegadaian atau murtahin
mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup
memadai, terutama untuk menyimpan barang gadaian / jaminan
nasabah. Disamping itu bagi nasabah yang akan melakukan perjalanan
jauh dapat menitipkan barang ke pegadaian. Di sini pihak pegadaian
atau murtahin akan memperoleh sewa penitipan barang. Besarnya

sewa penitipan dapat juga dipengaruhi oleh fasilitas pada tempat
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penyimpanan, misalnya dilengkapi alat pengawet sehingga barang

gadaian terjaga dari kerusakan dan sebagainya.

4. Gold Counter, yaitu menyediakan fasilitas tempat penjualan emas
eksekutif yang terjamin sekali kualitas dan keasliannya. Bentuk gold
counter pegadaian berupa toko emas dengan nama Galeri 24. Setiap
perhiasan masyarakat yang dibeli dari toko perhiasan milik pegadaian
akan dilampiri sertifikat jaminan untuk merubah image dengan
mencoba menangkap pelanggan kelas menengah ke atas.””

Oleh karena pihak peneriima gadai berada pada posisi pemilik vang,
maka sebagai pemilik yang dilarapkan dapat memberikan pinjaman uang
bagi orang yang memeérlukannya” dan harus diberi keuntungan atau
imbalan jasa atas pinjamannya tersebut. Tetapi Islam melarang
mengambil keuntungan dengan menarik Sewa atas pinjaman uang. Oleh
karena ity hams sesuai dengan-ketentuan gadai,(rahn), yaitu peminjam
uang harus menyerahkan barang jaminan yang seimbang dengan uang
yang diperolehnya. Bila barang jaminan tersebut berupa benda bergerak
maka disimpan ‘di pihak’ pemberi utang-(penerifa gadai). Di sini terdapat
kesepakatan antara pemilik barang jaminan dengan penerima gadai
mengenai lamanya masa pelunasan dengan lamanya barang jaminan
berada pada pemilik tempat menyimpan barang jaminan. Besar kecilnya
sewa tempat penyimpanan didasarkan atas ujudnya barang, bila barang
tersebut memakan tempat sewanya harus menyesuaikan.

Akan tetapi bila ternyata barang jaminan berupa sertifikat tanah dan

atau bangunan, maka tidak memerlukan tempat yang besar. Yang

% Sasli Rais, PEGADAIAN SYARIAH : Konsep Dan Sistem Operasional... hal. 66
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dibutuhkan dalam hal ini adalah tempat yang paling aman untuk
menyimpan sertifikat kepemilikan tersebut. Adapun besarnya sewa
tempat disesuaikan dengan tanggung jawab penerima gadai dalam rangka
mengamankan barang tersebut. Di sini juga terdapat peluang bagi
pemilik uang untuk menentukan besarnya sewa berdasarkan kesepakatan
dalam akad dengan peminjam dana.

Hal yang sangat menentukan juga besarnya sewa penyimpanan barang
adalah manakala tempat penyimpanan tersebut mempunyai fasilitas
pengamanan dan penjagaan-'serta’'perawatan modern, misalnya alat
pengawet agar barang jaminati tidakerusak dan tidak mengurangi nilainya

dan sebagainya,

. Mekanisme Kerja

Yang dimaksud denganrmekanisme-kerjasadalah cara kerja yang harus
dilalui oleh nasabah, dalam memperoleh, layanan sebuah perusahaan
pegadaian syariah, yang dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Nasabah dalam hal™ini ‘Sebagai tahin thendatangi pegadaian syariah
dengan membawa barang yang akan dijadikan sebagai jaminan untuk
mendapatkan pembiayaan. Pegadaian syariah yang menerima nasabah
tersebut akan menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam
memberikan pembiayaan, (baik tujuan konsumtif maupun produktif,
pen).

2. Pegadaian syariah (murtahin) dan nasabah sebagai rahin menyetujui
akad gadai mengenai beberapa hal, antara lain tentang biaya gadai,

jatuh tempo dan sebagainya.
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3. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan,
biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayarkan
pada awal transaksi oleh nasabah.

4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo9'.
Sebelum petugas yang melakukan penaksiran, terlebih dahulu telah

melakukan survei di pasar di mana wilayah kantor pegadaian syariah

berada. Dari hasil survei tersebut dilaporkan kepada atasan untuk
menjadi pedoman dalam menaksir barang jaminan. Pegadaian syariah
dalam operasionalnya berbeda dengan pegadaian non syariah, karena
tidak menerapkan sistim sewa'modal. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.
25/DSN-MUI/III/2002 |tanggal 26 Juni- 2002 tentang Rahn dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional’No: 76/dsn-mui/ vi/2010 tentang Ijarah dimana

dalam fatwa tersebut pegadaian syariah -hanya dibolehkan menggunakan

akad rahn dan, akad, ijarabs-dari-sini-kemudian qnenjadi pedoman kerja
dalam pengambilan keuntungan dengan ujrah (upah/jasa) dengan
penjelasan sebagai berikut :

1. Aspek system penaKsiran barang jaminan.

Penaksiran terhadap setiap barang jaminan merupakan unsur yang
tidak dapat dianggap mudah dan salah satu produk yang dijalankan
oleh pihak pegadaian yang memberikan andil dalam memperoleh
keuntungan. Sesuai dengan ketentuan dalam gadai ( rahn ) menurut
pandangan ulama figih tersebut di atas bahwa setiap pinjaman / utang
harus disertai penyerahan barang jaminan dan barang harus berada

dalam penguasaan murtahin, di lain pihak pinjam meminjam uang

*! Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, hal. 170
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dalam Islam tidak menganut sewa dana / sewa modal dan hal ini
dituangkan ke dalam akad yang dinamakan akad qardhulhasan
(mengembalikan uvang pinjaman tanpa ada tambahan) apabila
pinjaman digunakan untuk keperluan konsumtif dan barang
jaminannya berupa barang yang tidak dimanfaatkan dan tidak
menghasilkan, tetapi pegadaian syariah boleh memungut biaya
administrasi kepada pemberi gadai karena telah menjaga atau merawat
marhun yang tidak menghasilkan tersebut’’, nasabah hanya

mengembalikan se_u@aﬂ%hx@ Mlj&ﬂﬂ yang dipinjam dan kreditur

tidak boleh minta d]l‘ébl

CC
dijadikan sebagai ba@ng

Z

is- %hls barang berharga yang dapat

déam pegadaian syariah sebelum

dijadikan barang j ir terlebih dahulu oleh juru

taksir berpengalmnm&bjjﬂmm tersebut, pegadaian akan

~ORIVERSITAS
Setiap barang, lbgiig Ku ijjadikan sebagai barang jaminan

maupun sekedar untuk mengetahui kualitas barang, akan dikenai
ongkos pemgmg §al1'dﬁlkan jaminan, barang
tersebut akan disimpan dalam tempat tersendiri dan ini akan
dikenakan biaya simpan. Semakin lama uang pinjaman belum
dikembalikan secara otomatis biaya simpan barang jaminan akan
semakin banyak. Dari sini pegadaian syariah mendapatkan
penghasilan dari setiap barang yang ditaksir yang disebut dengan jasa

taksiran. Petugas penaksiran dengan menggunakan alat taksir jaminan

* Sasli Rais, PEGADAIAN SYARIAH, Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian
Kontemporer), hal. 74
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menaksir barang secara cermat, sehingga tidak merugikan baik
nasabah maupun pegadaian itu sendiri. Mengingat banyaknya jenis
barang jaminan baik benda perhiasan maupun non perhiasan misalnya
kendaraan bermotor maupun barang elektronik, maka pegadaian
syariah akan menyediakan berbagai macam alat taksir yang dilakukan
oleh petugas yang berpengalaman dan terlatih.

Pegadaian syariah dalam menaksir barang jaminan memperhatikan

keuntungan pemilik barang jaminan sehingga pihak pegadaian syariah

akan menaksir lebih 'hyf,ggi%h{ﬁfaﬂa}l syariah. Sedangkan besarnya

pinjaman yang diber dEPan syariah hingga mencapai 90

persen dari nilai

jaminan dalam pe ah> tersebut dilakukan secermat

mungkin sehingga ndsa M @ng, karena penaksiran yang
= ORI ERSITAS

pinjaman yang dldi,gliengan de maka nasabah akan tertarik

meminjam uang di pegadaian syariah dan akan meningkatkan jumlah
. INDONESIA

Perihal penggunaan alat taksir tentunya pegadaian syariah akan
memperhitungkan biaya perawatan, biaya perbaikan bila ternyata alat
taksir tersebut mengalami kerusakan lantaran banyaknya barang yang
ditaksir dan hal ini akan dimasukkan ke dalam biaya penaksiran. Di
samping itu penghitungan keuntungan berasal dari penaksiran masing-
masing barang jaminan mulai dari biaya penaksiran yang terkecil

sampai biaya penaksiran yang besar. Semakin banyak barang yang

% 1bid, hal. 153
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ditaksir, maka semakin banyak pula keuntungan yang dapat diperoleh.
Apalagi barang jaminan tersebut bermacam-macam dari yang tersulit
penaksirannya dan karena itu biayanya mahal sampai dengan barang
yang penaksirannya mudah.

Untuk barang keperluan rumah tangga, barang jaminan dapat
berupa barang tekstil, pakaian, permadani, atau kain batik. Barang
pecah belah dengan catatan bahwa semua barang yang dijaminkan
harus dalam kondisi baik dalam arti masih dapat digunakan dan
bernilai. Dengan Tkl
yang akan dijadik

baru kemudian diten

anldapat d}npulkan bahwa setiap barang

2 harus ditaksir terlebih dahulu

RSGA

injaman yang akan diberikan.

untuk mengetahui kualitas

nilai wﬂr\d}a ER@TQK S’lperoleh ongkos

penaksiran.
Kesimpulan dalam pembahasan bab ini adalah bahwa pegadaian
ah mmmgﬁj 'n%hperoleh keuntungan
ditentukan oleh cara kerja system penaksiran yang telah diatur oleh

direksi pegadaian pusat.

. Aspek Obyek Barang Jaminan

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, Majelis Ulama
Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang akad yang dibolehkan
dalam pegadaian syariah, yaitu akad rahn (akad pinjam meminjam

dengan jaminan barang tanpa sewa modal) dan akad ijarah, maka



nasabah yang akan mengajukan pinjaman dana ia harus menyerahkan
barang jaminan. Selanjutnya pihak pegadaian syariah yang menerima
jaminan tersebut akan menerapkan akad ijarah terhadap masing-
masing barang jaminan disertai biaya administrasi yang disebut
dengan gardhul hasan.”

Pegadaian syariah dalam menentukan barang yang dapat dijadikan
jaminan terlebih dahulu harus menelaah persyaratan-persyaratan yang

harus dipenuhi pada barang tersebut antara lain apakah :

a. Barang tersebut d@t Hﬁ;eﬁd&[be}m

b. Berupa harta yang%eni¢

¢. Marhun harus dimanfaa

yariah.

d. Barang harus di

bleh karena itu piutang yang

digadaikan harus by

* R RS T e
Konsekuensi Tspﬁaﬁ Mtas maka gadai barang di

pegadaian syariah harus berlaku ketentuan berikut ini :

a. Barang lmg(gmﬁlélllﬁldak boleh dijadikan
jaminan dalam gadai.

b. Barang yang tidak bernilai secara syarak tidak dapat dijadikan
jaminan ( tidak halal, penulis) dan tidak sah jaminan berupa barang
rampasan atau barang yang dipinjam dan semua barang yang
diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan, sebab tujuan gadai
adalah menutup utang dengan benda-benda yang digadaikan. Oleh

karena itu barang rampasan atau barang yang dipinjam dan barang

% Sasli Rais, PEGADAIAN SYARIAH, Konsep Dan Sistem Operasional, hal. 155
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yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan tidak dapat
digunakan sebagai penutup utang.

. Marhun yang tidak dapat dimanfaatkan secara syariah tidak sah.
Gadai juga tidak sah bila utangnya belum pasti dan baru mejadi sah
bila hutangnya telah pasti.

. Utang piutang dalam gadai syariah harus diketahui kedua belah
pihak.

. Terjadi gadai bila barang yang dijadikan jaminan telah berada pada
penerima gadai (pﬂdh&ﬁmﬂf@);

g
. Pembatalan gadai %ap

oleh penggadai bila barang

jaminan belum be iasaan penerima gadai.

. Bila barang telah penerima gadai, maka

akad rahn telah s %M&hapat dibatalkan atau ditarik

"UNIVERSITAS

. Penarikan kemba gadai dapat Ilakukan dengan ucapan dan
dapat pula dengan tilm- Jika pihak pegadaian melakukan

tindakanl mgngamaé)la’%emiﬁkan penggadai,

maka batallah akad gadai.

i. Jika akhir masa sewanya belum tiba, maka waktu membayar

utangnya tidak termasuk pembatalan.

j. Jika masa membayar utang lebih awal dari pada masa sewa (masa

sewanya lebih lama dari pada masa gadai), maka tidak termasuk
pembatalan gadai dan memperbolehkan penjualan barang yang

digadaikan termasuk kaul yang ashab.
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k. Barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai, maka
status amanat seperti itu laksana amanat barang sewaan. Pegadaian
tidak wajib menanggung kerusakan barang gadai, kecuali
kerusakan karena disengaja atau lengah.

l. Jika barang musnah tanpa sengaja dari pihak pegadaian, maka
pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut dan jumlah
pinjaman yang telah diterima oleh penggadai tidak boleh dipotong
atau dibebaskan. Sebab barang tersebut adalah amanat dari nasabah
untuk mendapatkan 'pinjaman, maka pinjaman tidak boleh
dibebaskan lantaran niusnahfiya -barang gadaian. Sebagaimana
matinya orang yang menjamin dalam masalah jaminan dan matinya
orang yang menjadi-saksi/dalam masalah kesaksian.

m. Bila pegadaian mengaku barang gaddi tersebut musnah, maka harus
disertai, dengan, sumpaly; ;sebabrbila pegadaianctidak menjelaskan
sebab-sebab muspahnya barang ,dengan jelas, maka pengakuan
tersebut tidak dapat diterima kecuali dengan bukti-bukti, sebab
pegadaian bisa menjelaskan defigan bukti- bukti yang jelas, kecuali
sebab-sebab hilangnya barang tersebut samar maka sulit mencari
buktinya.

n. Bila pegadaian telah mengaku mengembalikan barang gadaian,
maka pengakuannya tersebut harus disertai dengan bukti.
Sebaliknya barang gadaian yang berada di pegadaian berhubungan
dengan piutangnya, maka pengakuannya tersebut harus disertai

bukti telah memberikan piutangnya.
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o. Jika pegadaian lengah atau merusak barang gadaian karena sengaja
memanfaatkan barang yang dilarang untuk dimanfaatkan, maka
pegadaian harus menggantinya. Misalnya barang gadaian berupa
hewan yang dipakai untuk mengangkut barang, sehingga hewan
tersebut sakit. Atau pegadaian menggunakan motor yang
digadaikan  kemudian  rusak, maka pegadaian  harus
memperbaikinya.”’

Disyaratkan adanya barang jaminan dalam pegadaian

dimaksudkan unﬂémhﬁé{ﬂzﬁ-{gk\ kekhawatiran penerima gadai

bahwa uang yang%el akan kembali lagi, apalagi

barang jaminan te a sesuai dengan uang yang dipinjam

dan berada di lai. Maka apabila telah jatuh

/éiu Mm maka penerima gadai diberi
I ETPY ST e i
lambat 5 hari sergﬁgf&e’ﬁn, melalui :

a. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat.
o, iR SR = STA

¢. Papan pengumunan yang ada di kantor cabang, informasi di

tempo untuk mel

kantor kelurahan / kecamatan untuk cabang di daerah.
d. Bila ada kelebihan hasil penjualan barang gadai milik nasabah.
e. Nasabah dapat meminta uang kelebihan ke Kantor Cabang Unit

Layanan Gadai Syariah setempat.

% Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, hal. 161 — 164
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f. Bila dalam waktu setahun tidak diambil, maka akan disalurkan

ke Lembaga ZIS.”®

3. Aspek operasional
Dalam operasionalnya, pegadaian syariah berpedoman kepada
Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang tentang Rahn, Rahn emas dan
Ijarah yang mana menerapkan prinsip Sewa Tempat (dengan akad

ujrah) bukan sewa modal dan hanya dibayar sekali pada saat akad

untuk berapa bulan a@uﬂaﬂaﬁM@ Berbeda dengan sewa modal,
Z
semakin lama uang %)m ¢yehﬁn dapat dilunasi maka akan

1beratkan nasabah.

bertambah terus bun,

Menurut pendap.

memenuhi 3 ketentuam,u Mﬂj @J
ORIVERSITAS'

2) Penetapan kepemi ian atas barang yang digadaikan

h bahwa pegadaian sah bila

tidak terhalang, seperti mushaf.
3) Barang JM@QM ij A]a utang telah jatuh

tempo.

Berdasarkan 3 ketentuan di atas, maka dalam pegadaian syariah dalam

operasionalnya menggunakan 3 macam akad, yaitu :

1) Al-Qadhul Hasan, yaitu akad yang digunakan dalam hal pinjam-
meminjam uang untuk keperluan konsumtif. Nasabah dalam hal

ini memberikan upah penjagaan dan perawatan barang gadaian.

% Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Hal. 176
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3)
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Al-Mudharabah, yaitu akad yang digunakan manakala pinjam-
meminjam untuk keperluan menambah modal usaha ataupun
untuk investasi, nasabah dan pegadaian mengadakan kesepakatan
mengenai pembagian keuntungan usaha ataupun investasi
tersebut.

Ba’i al-Muqayyadah, yaitu akad yang digunakan untuk
keperluan produktif, nasabah menggadaikan barangnya karena

menghendaki modal kerja berupa pembelian barang. Jaminannya

berupa bmg-b@gm bfsa@manfaatkan ataupun yang tidak

Z
dapat dimanfaatlén 0: rigbabah maupun oleh pegadaian.
m)
16

Nasabah akan mem up kepada pegadaian sesuai

kesepakatan pa« sampai batas waktu yang telah
=4

ditentukan.”’ %UI,J@HJ@J

@N Wﬁmg ﬁ adaian syariah
menyalurkan dapanya sesuai 1:‘11|:an peitaan nasabah,
selanjutnya p!:§a1an ﬁn\ﬁéﬁﬁ barang jaminan yang
disemhlmmhgmg S I A

Kalau di zaman nabi Muhammad saw, jangka waktu pelunasan
tidak dibatasi, maka di pegadaian syariah di Indonesia ada
pembatasan waktu yang disebut dengan jatuh tempo. Hal ini
dimaksudkan agar nasabah serius dan mempunyai kemauan kuat
untuk berusaha mengembalikan dana yang telah dipinjamnya.
Maka dari segi operasionalnya, setidaknya ada 5 hal yang

tercakup di dalamnya, yaitu :

77 Ibid
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1) Jenis barang yang digadaikan.

Tidak semua jenis barang dapat digadaikan (diagunkan)
dalam pegadaian syariah di Indonesia sampai saat ini, hal itu
mengingat dari berbagai pertimbangan antara lain karena
keterbatasan tempat penyimpanan barang walaupun hal itu
mendatangkan keuntungan, kesulitan dalam menaksir barang
jaminan, barang jaminan mudah rusak ataupun berbahaya.

Yang termasuk dalam golongan ini adalah :

a. Barang—ba@glﬁér&m‘an}:sar, seperti pesawat terbang,
Z

kereta api,
P V)]

senjata ap
c. Barang-b .
URIVERSITAS e
Berd al-hal tersebut di atas, maka perlulah

membuat kebijakan tersendiri yang memungkinkan untuk

pcnlmlyQ %ﬁz’n‘%mg agunan tersebut

secara aman dengan tidak memakan biaya besar. Barang-

barang tersebut adalah :

a. Barang perhiasan yang terbuat dari emas, intan, mutiara,
perak, platina dan lain-lain.

b. Barang-barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur,
perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan,

perlengkapan bertanam dan sebagainya.

% Thid hal 172
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c. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player,
televisi, komputer dan sebagainya.

d. Kendaraan, seperti onthel, sepeda motor, mobil dan
sebagainya.

e. Barang-barang lain yang dianggap perlu.

2) Penaksiran barang gadai.

Penaksiran termasuk ke dalam system operasional karena

bagian dari m@dé&em«i ketintungan, dan dalam penaksiran

tersebut ten%pat menaksir barang dengan

menggunakan i . biaya penaksiran tergantung

barangnya, se irannya dan membutuhkan alat

} lemakm tinggi, dan sebaliknya

UNIWETQ’%T“I“%\ s

biayanya semgu rendah.

) pe.ulthONE SIA

Berakhirnya gadai adalah dengan dilunasinya pinjaman
oleh nasabah dengan cara rahin membayar pokok pinjaman
dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan atau
dengan menjual marhun apabila si rahin tidak mampu melunasi
kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nasabah dapat memilih
salah satu dari beberapa macam jenis pelunasan yaitu
pelunasan penuh, gadai ulang, angsuran, tebus sebagian tanpa

melalui penjualan barang jaminan. Pelunasan dapat dilakukan
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apabila nasabah telah mempunyai dana untuk melunasi
pinjaman secara total. Hal ini bisa terjadi misalnya pada
mahasiswa yang akan pulang kampung karena liburan
semester tidak ada biaya untuk pulang dengan menggadaikan
laptop dan setelah kembali ke kampus baru dilunasi secara
total pokok pinjaman dan ujrah penyimpanan laptop. Atau
dengan menggadaikan kembali barangnya untuk kedua kali.

Angsuran juga sebenarnya untuk meringankan nasabah dalam

melunasi pinj%aﬁsdecﬂd(\dea sedikit sampai lunas sebelum

Z
@\e% bus barang jaminan pada saat

nasabah merqcény tﬁ itu.
yd

g
jatuh tempo a%u

0

5 >

4) Penjualan bmjmgjj

JERS AT

tidak mam e tu dari ilihan di
ll'g pa p

atas sampal batas waktu yang telah ditentukan. Sebelum

dilallm Qn9“§§juﬁn terlebih  dahulu

diberitahukan kepada nasabah setidaknya 5 hari sebelum

tanggal pelaksanaan lelang. Prosedur yang harus ditempuh
adalah mengirimkan surat pemberitahuan ke alamat masing-
masing nasabah yang akan dilakukan eksekusi, dihubungi

melalui telpon, atau diumumkan melalui pengumuman yang
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ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan /
kecamatan untuk cabang di daerah.”

Dengan demikian pegadaian syariah tidak akan khawatir
dana yang telah dikeluarkan tidak kembali karena adanya
penyerahan barang jaminan kepada murtahin yang
membenarkan bagi murtahin untuk mengambil pelunasan
dengan menjual barang jaminan tersebut manakala telah jatuh
tempo dan tidak mampu melunasi.

5) Pemanfaatan WW(@J dicari pemanfaatan barang

gadai oleh chngam& %a ada atau tdk, kalau tidak ada

dalam praktlk uk rdalam deskripsi gadai syariah

dalam hukum lélhrn

SIS
HrORMERSITAS

Di pegadaian syrg txan an uang dibagi menjadi 2

macam, yaitu tujuan konsumsi dan tuéan produktif. Dalam tujuan
konsumsi, bl“asQahomtm_]am uang maka pihak pegadaian
syariah tidak boleh meminta imbalan, tetapi pengambilan keuntungan
hanyalah berasal dari biaya penitipan barang jaminan dengan akad
ujrah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 / DSN-
MUI / I / 2002 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut sebagai

sumber keuntungan pegadaian syariah :

* Ibid, hal. 176 dan Abdul Ghafur Anshari, Gadai Syariah, hal. 148
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1. Penerima gadai (pegadaian syariah) mempunyai hak untuk
menahan barang sebagai jaminan pelunasan sampai semua utang
nasabah dilunasi. (Dari penyerahan barang jaminan pegadaian
syariah memperoleh keuntungan berupa keyakinan bahwa uang
yang telah diberikan kepada nasabah dapat dipastikan akan
kembali, pen).

2. Barang jaminan (marhun) dan manfaatnya tetap menjadi milik

penggadai (rahin). Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin

kecuali dengan izi@hiﬁ,LﬁAak/bol/hq mengurangi nilai marhun dan

Z
manfaatannya, t¢ i«ﬁno mendapat pengganti biaya
O

arf?ﬁu;

pemeliharaan dan yang ditentukan pada saat

akad

3. Pemeliharaan d %BM@ marhun pada pokoknya

"ORIWVERSITAS ™

pegadaian syan dengan biaya dari rahin (nasabah) yang
dituangkan ke dalam Jﬂ' pada saat disepakati.
4. Besar bLMQIQME[&JI&an barang jaminan
(marhun) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun :
a. Apabila telah jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan
rahin untuk segera melunasi utangnya.
b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka

marhun dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
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Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya

penjualan.

. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik murtahin dan

kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Sedangkan dalam gadai emas syariah, tersebut dalam Fatwa

DSN-MUI No. 26 / DSN-MUI / III / 2002 harus memenuhi

ketentuan umum seperti berikut :

1.

2,

. Ongkos penyinipan

Rahn emas dlIﬁ M%a&n prinsip rahn.
g y
Ongkos dan %' &an& barang (marhun) ditanggung

oleh penggadai

idasarkan kepada pengeluaran

yang nyata—nyala,dql)am @
UNINVERSITAS™ =

akad ijarah.

Keuntungan yangl??aeroiehm nasabah dalam pegadaian

syariah «Lm QQm\E§1!eﬁ%ngan dari segi waktu

dan keuntungan dari segi pengembalian uang pinjaman. Dari segi

waktu, keuntungan nasabah dari segi prosedur yang mudah dan

tidak terlalu lama, sedangkan keuntungan dari segi pengembalian

uang pinjaman, si nasabah hanya mengembalikan uang sejumlah

yang dipinjam disertai biaya administrasi dan biaya sewa tempat

penyimpanan barang jaminan.
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Di samping hal-hal di atas, pegadaian syariah juga mempunyai
sumber keuntungan yang lain yang berupa jasa dari aktivitas
produk yang dijalankan sebagai berikut :

1. Pemberian pinjaman dana kepada nasabah yang membutuhkan
dan dengan hal tersebut maka nasabah akan menyerahkan
barang jaminan bergerak sehingga sesuai dengan ketentuan
rahn barang jaminan tersebut disimpan dan dikenakan biaya

sewa tempat penyimpanan sesuai ketentuan, semakin lama

pelunasan pirgsndﬁL'ﬁa&léa )&an semakin banyak pula
g Z

i O
keuntungan yangdl 3

2. Penitipan barar

fasilitas beru

bergerak. Bagi

OV ERSTTAS ™
perjalanan ja memakan pa hari. Bagi nasabah yang

akan menitipkan barang berharga seperti emas akan dikenakan
biayalmgnm:ﬁaéj. &ﬁn hal terjadi akad

dengan rahn tasjily maka pegadaian juga memperoleh

keuntungan karena pegadaian syariah tidak harus menyediakan
tempat penyimpanan yang luas sebab yang disimpan oleh
pegadaian syariah sebagai jaminannya hanya berupa surat
kepemilikan yang tidak memerlukan tempat yang luas,

sedangkan ujud barangnya berada pada penguasaan rahin.
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3. Biaya penaksiran, yaitu setiap barang baik yang akan dijadikan
agunan maupun sekedar mengetahui kualitas barangnya, maka
akan dikenai biaya penaksiran.

4. Gold Counter, yaitu fasilitas tempat penjualan emas eksekutif
yang terjamin sekali kualitas dan keasliannya. Setiap emas yang
dibeli dari toko perhiasan milik pegadaian syariah ini dilampiri
sertifikat jaminan sehingga masyarakat akan yakin akan keaslian

dan kualitasnya.

0
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BAB IV
ANALISIS
A. Aspek Landasan Hukum

Perihal gadai, dalam al-Quran telah disebutkan bahwa apabila terjadi

dalam suatu perjalanan kehabisan bekal dan hendak mengadakan
transaksi tidak secara tunai, tetapi tidak mendapatkan seorang penulis,
maka hendaklah ada barang yang dijadikan pegangan bagi orang yang
diajak bertransaksi sebagai jaminan akan pelunasan barang yang
dipinjam, tetapi tidak dijtgs@geﬁma@gnya.

Z

Di samping ayat al-

, Nabi Muhammad saw sendiri

O
pernah mengalami mc@ga p untuk keperluan konsumsi

y4
keluarga, demikian pul api hal ini, terjadi perbedaan

pendapat di kalangan

s 0 S e
Berdasarkan pengembrgx oleh pga W maka didapati kesimpulan

pendapat mayoritas mengenal jenis barangnya yaitu apa saja yang dapat
dijual dan bemll“xgemgéel&tem’mm halal dapat

dijadikan sebagai barang jaminan. Dengan demikian, maka jelaslah

landasan hukum gadai dalam figih Islam dan berlaku secara umum
(universal), termasuk di Indonesia.

Telah lama masyarakat Islam Indonesia menjalankan gadai, tetapi
hanyalah warisan dari penjajahan Belanda sejak abad ke 18 Masehi yang
mengandung unsur riba dimana dilarang dalam hukum Islam dan selama
itu pula umat Islam Indonesia menjalankan ajaran yang bertentangan

dengan agamanya. Berdasarkan pasal 5 ayat (10) huruf b Peraturan

113



114

Pemerintah tahun 1990 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 tahun 1992 dikenal dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat, sedangkan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat
bank konvensional yang dalam operasionalnya berdasarkan sewa modal
dan berdasarkan prinsip syariah. Dua macam ini saling bertentangan
dalam operasionalnya karena yang satu menghalalkan riba, yang lainnya
mengharamkan riba. Oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang
tersendiri khusus mengenai perbankan syariah dan baru terwujud dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor\21 tahun 2008.

Pegadaian syariah adalahi bagian dari lembaga keuangan nonbank
berdasarkan prinsip syariah, tefapi belum' memiliki undang-undang yang
mengaturnya secara tersendiri, padahal misi pegadaian syariah adalah
menghindarkan masyardkat’//dari-Amsur-unsur riba sebagaimana tujuan
dalam misi pegadaian yaite-menghindarkanymagyarakat dari praktik ijon,
gadai gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya, tetapi hingga sebelum
tahun 2003 masyarakat Islam masih tetap menjalankan riba tersebut
disebabkan belum ada petunjuk pelaksanaan misi pegadaian tersebut dan
masih dengan system sewa modal / bunga.

Di tengah kemajemukan penduduk Indonesia yang pluralistis baik
dalam suku maupun agama, Pegadaian syariah yang telah berdiri di
Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan nonbank yang merupakan
perwujudan dari pelaksanaan hukum Islam di bidang penyaluran dana
dengan system gadai. Indonesia sebagai salah satu negara dengan
penduduknya mayoritas beragama Islam saat ini telah mempunyai wadah

dan landasan hukum untuk melaksanakan salah satu ajaran Islam tersebut
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di bidang gadai yang insyaAllah tidak mengandung unsur riba dimana
sebelum berdirinya Pegadaian Syariah unsur riba tersebut masih
mendominasi, meskipun masih perlu perbaikan demi kesempurnaan.
Dengan lahirnya pegadaian syariah ini maka masyarakat Islam telah
diberi jalan untuk menjalankan ajaran sesuai dengan agamanya.

Berdasarkan pasal 28E Undang-Undang Dasar RI yang dipadukan
dengan Perubahan I, II, III, dan IV tentang Hak Asasi Manusia
dinyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya teldh tefpenuhi’ dengan adanya pegadaian syariah
tersebut, bahkan masyarakdt ‘mon Islampun boleh menggunakan
pegadaian syariah tersebut.

Demikian pula Majelis Ulama, Indonesia telah mengeluarkan fatwa
nomor 1 tahun 2004 “tentang haramnya bunga bank, menguatkan
keberadaan lembaga, pegadaian.syariah tersebut untukediterapkan dalam
kehidupan perekonomian di Indonesia sehari-hari dalam hal penyaluran
dana dalam bentuk pinjam meminjam dengan jaminan berupa barang.
Kemudian dalam pelaksanaannya Majelis*Ulama" Indonesia juga telah
mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUVII/2002 tanggal 26
Juni 2002 tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/I11/2002
tentang Gadai Emas dan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUV/111/2008
tanggal 06 Maret 2008 tentang Rahn Tasjily.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan dan fatwa MUI
tentang haramnya riba, tetapi fatwa tersebut belum ada payung undang-
undang sehingga kedudukan pegadaian syariah belum kuat dan masih

menggantungkan kepada PP Nomor 103 tahun 2000.
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Berdasarkan hal-hal di atas, maka landasan hukum bagi keberadaan
pegadaian syariah belum kuat sebab belum ada aturan undang-undang

yang khusus, baik secara tertulis maupun dalam pelaksanaannya.

. Aspek Obyek Barang Jaminan

Yang dimaksud dengan obyek barang jaminan adalah barang-barang
yang dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang, terdiri dari barang
bergerak dan barang tidak bergerak sesuai kriteria para ulama figih,
walaupun tidak mesti bérakhir dengan penjualan barang jaminan.

Sebelum menganalisis dafi aspek barang jaminan, terlebih dahulu
penulis menggali apa iti'pinjamian, karena barang jaminan terkait dengan
pinjaman. Pinjaman berarti uang yang harus dibayarkan kepada pemilik
modal dalam jangka waktu tertentu (Satu-bulan atau satu tahun)'%. Dalam
misi pegadaian, syaniah terkandung maksud-menghindarkan masyarakat
dari praktek gadai gelap. Pengertian gadai gelap adalah menjalankan
gadai tanpa izin yang berwajib, oleh karena pegadaian adalah hak
monopoli pemerintah™yang merupakan bagian dari lembaga keuangan
nonbank, maka gadai yang tanpa izin pemerintah disebut dengan istilah
gadai gelap. Pegadaian syariah yang mempunyai slogan memecahkan
masalah sesuai syariah berusaha sedapat mungkin menghindari adanya
riba dan hal-hal yang merugikan nasabah. Untuk mewujudkan hal
tersebut, maka Islam memberikan jalan keluar agar tidak terjerumus ke

dalam hal yang dilarang oleh syarak, antara lain dengan system ijarah.

"% http://ebsoft.web.id (Kamus Besar Bahasa Indonesia) KBBI v1.1
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Dalam rahn keberadaan barang jaminan dalam rangka memberi
kepercayaan kepada kreditur sebagai suatu keharusan, karena dengan
pemberian barang jaminan tersebut kreditur mempunyai pegangan yang
siap untuk dijual apabila uang yang dipinjamkan kepada nasabah ternyata
mengalami kemacetan dalam pengembalian. Lantaran pentingnya barang
jaminan, disebutkan dalam al-Quran agar ada barang jaminan yang
dipegang oleh kreditur. Tidak ada barang jaminan bila tidak ada transaksi
dengan pihak lain, dalam hal ini pinjam-meminjam. Menurut jenisnya
pinjaman dapat dibagi/menjadi‘dud' macam, yaitu pinjaman konsumtif
dan pinjaman produktif_ Pinjamanpkonsumtif berhubungan dengan hal
memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu ssmbako dan Nabi mencontohkan
hal tersebut karena terjadi pada. belidu sendiri. Sedangkan pinjaman
produktif merupakan hasil pengembangan dari para ulama. Oleh karena
itu yang termasuk permasalahap-ini adalah.:

1. Apakah kriteria barang jaminan barang bergerak di pegadaian
syariah Indonesia telah sesuai dengan kriteria para ulama figih?
Mengenai barang jaminan pada Pegadaian syariah saat ini adalah :

a. Barang perhiasan yang terbuat dari emas, intan, mutiara, perak,

platina dan lain-lain.

b. Barang-barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur,
perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan,
perlengkapan bertanam dan sebagainya.

c. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player,
televisi, komputer dan sebagainya.

d. Kendaraan, seperti onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
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e. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.
Sedangkan menurut para ulama figih, barang jaminan harus
memenuhi kriteria :
a. Dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
b. Bernilai harta dan dapat dimanfaatkan.
c. Jelas dan tertentu.
d. Milik sah orang yang berhutang.
e. Tidak terkait dengan hak orang lain.
f. Utuh dan tidak bﬁbé& &l/b@rb%au tempat.

g. Dapat discrahkan l% in manfaatnya.
bmang jaminan ini adalah sebagai
)]

berikut :

Jawaban atas pe g
y4
-

| wi

rdiri T ehis; , mutiara, perak, platina dan
e e 4y i
bermanfaat, je tertentu, 1l k sah orang yang berhutang
dibuktikan dengan adanya kuitans lﬁ‘l mbelian, tidak terkait dengan

orng AN

sebagai satu kesatuan dalam wujud dan dapat diserahkan baik

Arbagai tempat karena

materi dan manfaatnya. Barang-barang yang termasuk kelompok
ini ternyata hanya emas dan berlian saja yang dapat diterima
sebagai barang jaminan dalam praktek di pegadaian syariah'®',
tetapi secara garis besar dalam teori pegadaian syariah telah sesuai

dengan kriteria ulama tersebut.

% sasli Rais. PEGADAIAN SYARIAH... Hal. 160
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b. Barang-barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur,

perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan,
perlengkapan bertanam adalah dapat dijual, bernilai harta,
bermanfaat, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berhutang
dibuktikan dengan adanya kuitansi pembelian, tidak terkait dengan
orang lain, utuh dan tidak bertebaran di berbagai tempat dan dapat
diserahkan baik materi dan manfaatnya. Barang-barang rumah

tangga dimaksud di atas masih dipertanyakan karena dapat terdiri

dari beberapa be@kJ Shiﬁlmzya/&rupa piring dan sendok tentu
g Z

0
=

ac
sehingga memenu@

akan terdiri dari yang dapat dijadikan jaminan

umlah pinjaman yang diminta.

Meskipun demik.a% hal gat relatif sebab ada barang

rumah tangga ymﬁwﬁmwlempl secara keseluruhan telah
“UNIVER

. Barang elektronik, seperti mds&l;e%o%r, video player,
televisi, komputer dan sejenisnya adalah dapat dijual, bernilai
harta, mgauﬁﬁtlgéhk sah orang yang
berhutang dibuktikan dengan adanya kuitansi pembelian, tidak
terkait dengan orang lain, utuh dan tidak bertebaran di berbagai
tempat dan dapat diserahkan baik materi dan manfaatnya. Barang
elektronik yang dapat dijadikan barang jaminan dapat terdiri dari
satu macam, dan dapat pula terdiri dari berbagai macam jenis,
tetapi dengan syarat dalam menggadaikan barang jaminan tersebut
tidak terpisah-pisah dalam beberapa tempat yang ada di wilayah

lain, oleh karena itu telah sesuai dengan kriteria ulama.
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d. Kendaraan seperti onthel, sepeda motor, mobil dan sejenisnya
adalah dapat dijual, bernilai harta, bermanfaat, jelas dan tertentu,
milik sah orang yang berhutang dibuktikan dengan adanya kuitansi
pembelian, tidak terkait dengan orang lain, utuh dan tidak
bertebaran di berbagai tempat dan dapat diserahkan baik materi dan
manfaatnya, maka benda-benda tersebut mudah diserahkan baik
benda maupun manfaatnya, oleh karena itu secara teori telah sesuai

dengan kriteria ulama.

Apakah ruang h@kdﬁ'—bﬁﬁﬁ \minan telah sesuai dengan

ketentuan hukun

buahan)

Barang-barang yan menurut pendapat ulama

figih dapat melipun/\%u ‘ M E‘;gerak juga, di pegadaian syariah

=R ETR ST g

sedangkan bendallg( K ya tanah pekarangan, sawah

dan lain-lain yang semlm hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan belum
dapat dijmlim Qg%éjeﬁu tidak sesuai dengan
ketentuan dalam hukum Islam.

Apakah barang jaminan di pegadaian syariah dapat
dimanfaatkan oleh baik rahin maupun murtahin?

Ulama figih telah membahas masalah ini dengan berbagai
argumentasi baik yang menerima maupun yang menolak. Untuk
alasan kebolehan barang jaminan dimanfaatkan oleh rahin (penggadai)
adalah apabila diizinkan oleh rahin karena sebagai pemilik barang

jaminan. Sedangkan hingga saat ini yang ada hanyalah tujuan



121

produktif dengan produk pembiayaan yaitu bagi pemilik modal yang
akan mengembangkan usahanya dapat menghubungi kantor pegadaian
setempat untuk mengadakan kesepakatan, baik akan menggunakan
akad mudharabah, musyarakah maupun jual beli.

4. Apakah hutang yang telah jatuh tempo dilakukan pelelangan
barang jaminan?
Terhadap hutang yang telah jatuh tempo maka barang jaminannya

akan dilelang sesuai dengan pendapat para ulama figh secara bulat

berdasarkan kesepal@nlﬁ&ﬂakénd/}nﬂdan adalah untuk memenuhi
Z

hak orang yang men i|/dengan prinsip “la darara wala

dirara”'®. Untuk syariah sebelum dilakukan

ingatkan dalam waktu satu

pelelangan terlebih

J Jletapl bila tetap tidak sanggup

j°‘"®N1WE"F2 Yl A S i
T ISLLAM

5. Hal yang masuk permasalahan dalam Islam sesuai fatwa MUI

dibolehkallmmng mg§lﬁnodal, tetapi dengan

dasar akad ijarah telah dibenarkan?

minggu agar melun 51

Jawaban atas permasalahan ini terlepas dari bagaimana
pelaksanaannya dalam praktek, dan cukup dengan tertulisnya dalam
tujuan pegadaian syariah pada PP Nomor 10 tahun 1990,

menghindarkan masyarakat dari praktik ijon, gadai gelap, riba, dan

% Muclis Usman, Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ulshuliyah
dan Fighiyah), Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda, 2002, h. 132
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pinjaman tidak wajar lainnya. dan telah menjawab permasalahan ini,
artinya pegadaian syariah telah sesuai dengan hukum Islam.

. Apakah barang jaminan yang ditentukan oleh gadai syariah yang
telah diwujudkan dalam bentuk tertulis pada pedoman pegadaian
syariah telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh para ulama
figih?

Mengenai hal ini, para ulama telah membahas perihal barang
jaminan dalam rahn dengan panjang lebar disertai alasan-alasannya,
sedangkan pegadai@ bﬂ;iﬁMe%} menyebutkan barang-barang

g

jaminan berupa benda y%g dapat diterima, tetapi belum

memasukkan benda

diterima. Sedangk

semua barang yang
Para ul i figi imi-tel ak gmenguraikan bahwa
UNIVERSITA
barang jaminanl dig eliputi bsl rgerak §upun barang tidak
bergerak, baik berujud maupun tidak berujud. Para ulama juga
menyebumgm géltﬁipuﬁ binatang ternak
maupun tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan sesuai dengan peristiwa
yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw. Semuanya
mempunyai persyaratan dan kriteria-kriteria tertentu, walaupun tidak
menyebutkan bentuk barang jaminannya, sehingga memerlukan
penjelasan dan dipilah-pilah dengan mengingat kriteria / kondisi
barang serta melihat bagaimana cara penyimpanannya bila ternyata
barang jaminan tersebut memakan tempat ataupun barang tersebut

tidak dapat bertahan lama. Pegadaian syariah di Indonesia telah
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MENEeNIuKan Darang-varang yang dapat dyjadikan jamunan dengan

memperhatikan kondisi barang, tetapi untuk sementara hanya benda

bergerak tertentu. Sebagai contoh, selama ini yang dapat dijadikan

barang bergerak sebagai jaminan adalah :

a. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, emas,
perak, intan, mutiara, platina dan sebagainya.

b. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan
makan dan minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan
bertaman dan scb%uﬂﬁd,.AM \

ém

c. Barang-barang ¢ radio, tape recorder, video

player, televisi, k

d. Barang-barang b

motor, mobil M%MJ @J
“URRNERSITAS

Meskipun dalal;g ekny t1 mua barang-barang di atas

rti sepeda onthel, sepeda

dapat diterima sebagai barang Jarmnan karena mengingat tempat
penyimpanlmgm E@A samping itu terdapat
barang yang mengalami kesulitan dalam menaksir barang jaminan,
jenis barang jaminan yang mudah rusak, dan barang jaminan yang
berbahaya.

Menurut mazhab Malikiyyah, terhadap barang jaminan yang
berujud tanah milik maka yang dipegang oleh penerima gadai cukup
hanya suratnya saja. Kalau demikian, seharusnya apabila memang

dalam pegadaian syariah tidak dapat menampung barang jaminan

'® Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, hal. 172
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karena alasan besar, maka yang dipegang oleh penerima gadai adalah
surat kepemilikannya saja, misalnya kapal atau kereta api, karena
tidak mungkin kapal atau kereta api tersebut dibawa ke kantor
pegadaian, demikian pula barang-barang yang berbahaya, hewan,
tumbuhan dan semacamnya, cukup yang dipegang oleh penerima
gadai surat bukti kepemilikannya saja, sedangkan barangnya biarlah
dipegang oleh penggadai karena dialah yang mengetahui cara

perawatannya.

Dalam hal ini Mﬁglié&m@esia telah mengeluarkan Fatwa

Z

008 tanggal 06 Maret 2008 tentang

bahwa barang jaminan dapat saja

DSN-MUI No.68/D

Rahn Tasjily yang S

berada pada rahin ilikannya berada pada murtahin

(penerima gadai) de gar ‘ ' Jﬂ@d@n surat kepemilikan tersebut
ORI E RS TR S o e
Murtahin hanya menjual bila pinjaman telah jatuh tempo
sedangkan penggadai ti mampu melunasi hutangnya, walaupun

dapat &IMDQMMIMM yang membeli

barang jaminan tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan rahin.

Berdasarkan pemikiran ini maka tidak ada alasan bagi pegadaian
syariah untuk menolak barang jaminan yang dianggap terlalu besar.
Mengenai barang jaminan berupa barang-barang yang berbahaya,
seperti bahan peledak, senjata api dan sebagainya, barang-barang yang
dianggap sulit dalam penyimpanannya dan pemeliharaannya, seperti

tanaman, hewan, inipun seharusnya dapat digunakan akad rahn tasjily



125

karena lebith aman dan pihak pegadaian syariah berhak meminta biaya
penyimpanan surat kepemilikan.

Dengan demikian, bila barang jaminan yang ditentukan oleh para
ulama dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, binatang
ternak maupun tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maka mengenai
ruang lingkup barang jaminan dalam hukum Islam tersebut, belum
dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pegadaian syariah di Indonesia,

apalagi barang jaminan berupa binatang ternak membutuhkan

perawatan yang m@:dﬁéﬂﬁlﬁ&m}, demikian pula pada tumbuh-
Z
%- buahan termasuk dalam barang

tumbuhan, sedangkan

yang tidak dapat di %ﬂ'ena tidak tahan lama, maka ini

benda-benda tersebut belum

D" ijriﬂ V.E[ﬁl i ym emang telah membuat
kebijakan dengan juk dﬁ%&m membgi dan menentukan
barang-barang yang dapat dijadikan jaminan sesuai dengan keputusan
direktur, JMQ‘ Qrm ﬁJ&Q\gjaminan belum sesuai
dengan kehendak dan ruang lingkup dalam hukum Islam.

- Apakah barang jaminan dapat dijual atau tidak, bila dapat dijual
apa syaratnya?

Para ulama telah bersepakat mengenai hal barang jaminan dapat
dijual atau tidak sehingga apabila pada saat yang telah ditentukan
Jatuh tempo pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya maka
barang jaminan dapat dijual. Di pegadaian syariah selama ini telah

melakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang telah jatuh
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tempo apabila pihak nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya dan
diperingatkan agar segera melunasi. Sebelum penjualan barang
jaminan diadakan, pihak pegadaian syariah dalam waktu paling
lambat 5 hari menempuh prosedur, yaitu :

a. Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat.

b. Dihubungi melalui telpon.

c. Papan pengumunan yang ada di kantor cabang, informasi di

kantor kelurahan / kecamatan untuk cabang di daerah.

d. Bilaada kelebih:@aéﬁ'-pe%ﬁ"ala%

% ,
e. Nasabah dapat mgmi keg ihan ke Kantor Cabang Unit
14

Layanan Gadai S)ujlriah

f. Bila dalam w. bil, maka akan disalurkan ke

Lembaga ZIS'M%UUHJ%Z‘HJ@J

AP PR T YD i st e
pelunasan pinjama' gllierﬁamn ijtihad. Sebab dalam al-
Qiran mndiwathe egﬁkgagplabi a nasabah belum bisa

melunasi hutangnya diberikan tempo sampai kelapangan. Adapun
motif diadakan pembatasan waktu adalah agar peminjam mempunyai
rasa tanggung jawab untuk mengembalikan barang sesuai janji dalam
kesepakatan. Apabila hasil penjualan barang jaminan memang tidak
dapat melunasi hutangnya, hal tersebut tetap menjadi kewajiban

nasabah.

8. Dari sisi pemanfaatan barang jaminan :

1% bid, hal. 176
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Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi dan Hambali, murtahin
dapat memanfaatkan barang jaminan asal mendapat izin dari pemilik
barang. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik, memanfaatkan
barang jaminan adalah hak mutlak pemilik barang, demikian pula
biaya pengurusan barang jaminan adalah kewajiban pemilik barang.
Konsekuensinya, biaya perawatan barang jaminan yang berada di
murtahin, maka dibenarkan murtahin mengambil ujrah perawatan

barang tersebut.

Menurut hukum@ldlﬁqﬁlbﬁes@ dalam hal ini Majelis Ulama

Indonesia telah me twgmengenai hal ini dengan DSN-
MUI No. 25 / DSN dan berpendapat bahwa pihak

murtahin pada pokc mianfaatkan barang jaminan apabila

7 Mm Maka berdassarkan fatwa ini,
o NiW’STTﬁ'S’“gm el i

Tetapi dalam 2 tersebut haruslah dibuat

mendapatkan izin

kesepakatan dengan pemilik barang, di samping itu pihak pegadaian
haruslah lmpm5 §JaAnya untuk mengelola
pemanfaatan barang jaminan tersebut. Bila terjadi kesepakatan
mengenai pemanfaatan barang jaminan, maka para pihak dapat
memilih akad yang dipakai antara lain mudharabah, musyarakah atau
murabahah demikian pula mengenai nisbah keuntungan kedua pihak.
Pegadaian syariah hingga saat ini berpedoman dengan fatwa MUI
tentang ljarah sehingga dibenarkan memungut biaya penyimpanan dan
pemeliharaan kepada nasabah dengan akad ijarah tersebut terhadap

barang-barang yang dapat diterima dan disimpan. Sedangkan
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pemanfaatan barang jaminan dalam arti dibudidayakan kecuali dalam

produk pembiayaan. Demikian pula sebaliknya apabila barang

Jaminan tetap berada pada penguasaan rahin dengan akad tasjily

belum ada informasi mengenai hal tersebut.

Ajaran Islam mengutamakan dalam segala transaksi harus halal.
Kehalalan  tersebut meliputi cara memperolehnya dan cara
menggunakannya, sebab bila cara memperoleh tujuan dilakukan secara

tidak halal, maka berakibat negatif dalam perbuatannya. Allah

berfirman'®

Kol Iy G s 5 Ao ot s
makanan sampai caxrglleer%bm dan Allah memperingatkan
e e R OIS ST e e ke

syetan.'” Oleh karena itu ulama figih bersepakat bahwa barang yang
haram tidak bernilai harta karena tidak bermanfaat bagi manusia sehingga
tidak dapat digunakan sebagai membayar angsuran. Termasuk yang tidak
bernilai harta adalah apabila harta tersebut berasal dari hasil berjudi
(maisir) dan penipuan (gharar). Di samping itu harta tersebut harus
berujud menurut mazhab Syafi'i dan pendukungnya serta dapat

dimanfaatkan. Para ulama figih juga telah menyebutkan kriteria-kriteria

1% (3S. al-Baqarah (2) : 172

1% QS. al-Baqarah (2) : 275
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harta yang bernilai sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan hutang.
Tetapi di kalangan mazhab Malik, manfaat dari benda juga merupakan
harta yang dapat dijadikan jaminan dan dapat dijual.

Hal lain yang perlu dicermati adalah mengenai tujuan peminjaman
dimana pada asalnya karena desakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari, tetapi kemudian berkembang menjadi tujuan produktif, sedangkan
tujuan tersebut semula tidak ada. Apakah hal ini tidak sesuai dengan

hukum Islam? Pegadaian syariah dalam mengembangkan produknya

telah mengeluarkan p@uksbeﬁlbihya dengan system mudharabah,

g
musyarakah, muhabarah d dimana dalam produk-produk

nomi rendah dengan kebutuhan

)
0
tersebut bukan hanya ¢ %hg
Z
)

mendesak, tetapi just Jkaya yang bertujuan memupuk

o
! yan Mm Apakah hal ini dapat disebut
e R RS T e

dalam memenuhi k 2 mtetapl malah terbalik justru

orang-orang kaya yang menikmati pinjaman, tentu tidak, karena sejak

SN |l =S 1o S——

kekayaan dengan biay

. Aspek operasional

Yang dimaksud dengan operasional dalam hal ini adalah apakah
pegadaian syariah telah didasarkan pada aturan dan tidak menyimpang
dari ketentuan hukum Islam tentang rahn?

1. Ketentuan rahn menurut hukum Islam, bila marhun berupa benda
bergerak, maka benda tersebut harus berada pada pihak murtahin

setelah uang diterima oleh rahin. Bila berupa benda tak bergerak,
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maka surat bukti kepemilikannya harus berada di tangan murtahin.
Hal ini untuk meyakinkan bahwa rahin dapat mengembalikan
pinjamannya.

Di dalam gadai syariah hingga saat ini hanya menerima jaminan
berupa benda bergerak tertentu yang ditentukan oleh direksi.
Sedangkan barang jaminan berupa benda tidak bergerak tidak diterima
sebagai barang jaminan mengingat keterbatasan sumber daya
manusianya. Mengenai jaminan berupa binatang ternak, tumbuh-
tumbuhan belum dltﬁmhsg,bbﬁghﬁ b@mg jaminan.

. Menurut ketentuan

lma rahin tidak mampu melunasi

7))
04
pinjamannya, makagﬁl rkan menjual barang jaminan

N

sesuai dengan pro Terhadap hal ini sebelum barang

jaminan  dijual, mwm syariah  terlebih  dahulu
memﬂNrW‘ErR Srl Tﬁalselunam Apabila

ternyata pihak ie_ enuhi kewajibannya, maka

marhun akan segera dijual lelang dan setelah laku maka dan dikurangi
untuk pelmgp “%SJJAM{& sisanya harus
dikembalikan kepada murtahin.

. Dalam ketentuan hukum Islam, barang jaminan adalah hak mutlak
rahin, murtahin tidak dapat memanfaatkan barang jaminan tersebut
kecuali dengan izin rahin. Terhadap hal ini, penulis telah mencari
sumber bacaan bahwa dalam gadai syariah belum pernah
mempraktekkan dalam operasionalnya kecuali dalam produk

pembiayaan.
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4. Dalam ketentuan hukum Islam, dibenarkan menggunakan akad rahn
tasjily, artinya barang jaminan tetap berada pada rahin, yang dipegang
oleh murtahin hanyalah surat kepemilikannya. Berdasarkan penelitian
pustaka mengenai hal ini pegadaian syariah belum ada petunjuk
pelaksanaannya, meskipun telah ada Fatwa MUI mengenai hal ini
kecuali dalam bentuk pembiayaan.

5. Dalam ketentuan hukum rahn Islam melarang melakukan riba, baik

dari benda yang dijadikan jaminan maupun tatacara pengambilan

keuntungan. Dalam @ddﬁéyﬁn&h Ncara pengambilan keuntungan

dilakukan dengan ca.ta t H&ya sewa setiap benda jaminan

Z

yang berada di temj an-murtahin. Sedangkan mengenai

akad dengan rahn t g jaminan tetap berada pada

penguasaan rahin sampammﬁﬂh@[ls belum mendapatkan sumber
“UNIVERSITAS

Sebagaimana tell ulis j _] las i atas, para ulama figih telah
membahas mengenai h terscbut dalam bab rahn (barang jaminan).
Dari sini liman Hgaglﬁmkum Islam bahwa
seseorang harus menolong saudaranya yang sedang terdesak
kebutuhan sehari-harinya. Meskipun demikian, tidak semua orang
mau meminjamkan hartanya apalagi tanpa jaminan dapat
mengembalikan pinjamannya.

Oleh karena pemilik harta menghendaki bukti dari peminjam dana.
Untuk itu, maka harus ada barang yang digunakan untuk jaminan
pelunasannya. Para ulama juga telah menentukan syarat-syarat

barang-barang yang dapat dijadikan jaminan, antara lain halal atau
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barang tersebut diperoleh secara sah / legal, milik sendiri. Demikian
pula mengenai tata cara pelaksanaannya. Bertransaksi harus dilakukan
berdasarkan prinsip syariah. Salah satu prinsip yang dimaksudkan
adalah bebas dari riba. Para ulama telah sepakat bahwa riba
diharamkan dalam Islam. Hanya saja terjadi perbedaan persepsi
mengenai apakah semua bentuk riba diharamkan. Riba dalam ilmu
fiqih terbagi menjadi 4 yaitu :

a. Riba qardh yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang

g
b. Riba jahiliyah y tU{; u ebih dari pokoknya karena si
peminjam tidak utangnya pada waktu yang

ditetapkan.

c. Riba fadhl yaitu ‘barang sejenis dengan kadar atau

“ORIVERSIT ==

termasuk dal
d. Riba nasi’ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis

barang mglmg §! jenis barang ribawi
lainnya.'"’

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa riba itu ada dua, yaitu :
riba qardhy dan riba mua’maly. Riba gardhy adalah riba yang
berkaitan dengan pinjaman. Misalnya seseorang meminjam uang atau
barang kepada orang lain kemudian ia mengembalikan dengan

tambahan. Tambahan sebagai syarat dicairkannya pinjaman, maka hal

1% syafi’i Antonio, hal. 42
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ini termasuk dalam kategori riba. Sedangkan riba mua’maly adalah
riba yang berkaitan dengan transaksi yang berlaku dengan pertukaran
antar jenis barang sama tetapi kualitasnya berbeda.'”® Contoh
mengenai hal ini adalah yang berkaitan dengan sembako, menukarkan
bahan sembako kualitas tinggi dengan kualitas rendah. Apakah
pegadaian syariah memberikan kemudahan bagi nasabah yang tidak
mampu melunasi selain menjual barang jaminan?

Pada dasarnya pegadaian adalah salah satu dari lembaga keuangan
non bank yang r@ﬁéﬂkﬁf"pe\xayaan bagi nasabah yang

lﬁas&d % ai. Terhadap masyarakat yang

04
tidak mampu melun§1 h a, mt >skipun barang jaminan telah

memerlukan dana be

dijual, seharusnya ggunakan asas semula yaitu

mengatasi masalah sesuai 1 Jm sesuai dengan tujuan semula
“UONIVERSITAS ™
menolong.

Sebagaimana telah dijelaskan yang lalu bahwa tidak semua usaha
mengalamil m&p mgoﬂ%alnya salah seorang
menghendaki pembiayaan yang telah ia rencanakan, kemudian ia
menghubungi loket pembiayaan pada pegadaian syariah, lalu
terjadilah kesepakatan bahwa antara nasabah dengan pihak pegadaian
mengadakan ikatan perjanjian berdasarkan akad mudharabah. Tetapi
setelah berjalannya waktu nasabah mengalami kerugian dengan
berbagai sebab yang dibenarkan oleh pihak murtahin, maka harus

kembali ke awal perjanjian bahwa bila terjadi kerugian maka kedua

"% Murtadha Muthathariy, hal.43
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belah pihak menanggung bersama kerugian tersebut berdasarkan
persentase.

Masyarakat yang membutuhkan dana tinggal menghubungi
pegadaian tersebut dengan membawa barang yang akan dijadikan
jaminan. Pihak pegadaian yang menerima permintaan dari nasabah
tersebut akan menaksir barang yang dijadikan jaminan (gadai).
Selanjutnya pegadaian akan mengabulkan permintaan nasabah

tersebut berdasarkan hasil taksirannya. Kemudahan yang diperoleh

untuk nasabah adalz@dz@lse@i"ﬁrogumya yang tidak memerlukan

N

g
proses yang lama, s%n ah-segera mendapatkan uang yang

dimintanya.

Mengenai baran yang dapat dioperasikan di

pegadaian syariah %’MJ@L dioperasikan? (lihat bag

TONNVERSITAS ||
a. Barang-barang ifgﬁt IK\ a di pegadaian syariah adalah :

- Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan,

md N d QI 2L e

- Barang rumah tangga, seperti perlengkapan kesehatan,

perlengkapan bermain dan sebagainya.

- Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player,
tv, komputer dan lain-lain.

- Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan
sebagainya.

-  Barang-barang lain yang dianggap bernilai.



135

b. Barang-barang yang tidak dapat diterima di pegadaian syariah

dengan berbagai alasan adalah :
Barang-barang berukuran besar, misalnya pesawat terbang,
kereta api, satelit dan sebagainya.

- Barang-barang yang berbahaya, misalnya bahan peledak,
senjata api dan lain-lain.

- Barang-barang  yang  sulit  penyimpanannya  dan
pemeliharaannya, misalnya tanaman, hewan dan lain-lain

Dengan demikiag ﬂﬁk&AMan}barang yang dapat diterima

g Z

sebagai barang jamjﬂUE)n % syariah masih terbatas kepada

barang-barang bergaé( te 1tu](:yj\m telah ditentukan oleh direksi
yang hingga kini m é bel suai’d gan ketentuan hukum Islam.
SR
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mendapatkan kesimpulan

sebagai berikut :

L.

Landasan hukum terhadap kegiatan Pegadaian Syariah di
Indonesia secara naqli telah jelas berdasarkan al-Quran pada surat

al-Bagarah ayat 283 :

s LTI

u'_h? L,';Eé[,“’ J.ﬂ.w PLIPATY 0’5
T x e
: ¢ =

dan al-Hadis : Sjtuﬂ Jkﬂj@l
s LfsﬁJ)&M $2 382 O i, &
Nabi shallallahu ‘alaihi

g
wasallam” perne g Yahudi yang akan dibayar

beliau pada waktu tertentu di kemudxan hari dan beliau menjaminkannya
(gadai) dengan baju besi”!

iéjém“;mg_d“:“u.&aha_n \L_,“.Ju,ui
Als\u.lmg_u]\ "'mjmm\_,_)m‘).\;:;a
bmA.u.;aJ_,g.;”' A.MALASL;_).: 5 aale

Amujmmd\mg»miud”‘h . Sﬂj ay
leu}c.domubt_n&hay‘j;\éuﬂ 4.:]9

s

% HR. Bukhari, No. 1926
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“Dari Anas radliallahu 'anhu bahwa dia pernah di sore hari bersama Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam dengan hidangan roti terbuat dari gandum dan
sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah
menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan
makanan di Madinah lalu dengan itu beliau mendapatkan gandum untuk
keluarga beliau. Dan sungguh aku mendengar beliau bersabda: "Tidaklah ada
satu malampun yang berlalu pada keluarga Muhammad dimana ada satu sha'

dari gandum atau satu sha' rati". Padahal beliau memelilki sembilan isteri.”
110

‘_"_Lag_a.muc- mﬂlea}yw‘up)‘buc

JJH u.\IuJuu_,:L‘lML_xS” ; )ll d_,a.tul.SM ?.Ln_,‘*-n"‘— A
l.l _,A _)a ul.s ‘Jl

“Dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi

wasallam bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai
untuk dimanfaatkan, an boleh diminum bila digadaikan".

Serta perbuatan aw yang telah menggadaikan

baju beliau untul makanan.

Sedangkan landas 13( beradaan lembaga pegadaian

syariah adalah Pﬁﬁﬂm g}:lmruf b Peraturan Pemerintah

NOTUPOES R S TS v
adalah PeramrgﬁnKWr 103 tahun 2003 di bawah

pengaw MUI den nama ewan Pengawas Syariah dan
Dewan NRasmnal teg 1 mengenai landasan hukum dalam
peraturan  perundang-undangan masth berupa peraturan
pemerintah, belum ada landasan hukum undang-undang secara
khusus.

2. Ruang lingkup Pegadaian syariah sampai saat ini hanya menerima

barang jaminan berupa benda bergerak tertentu berdasarkan

i Bukhari, Hadis No. : 1927
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keputusan direksi sehingga belum sesuai dengan yang

dikehendaki oleh hukum Islam.

B. Saran

|

Agar pemerintah segera membuat rancangan undang-undang yang
mengatur tentang pegadaian syariah supaya dapat menjalankan
operasional tersendiri yang bebas dari riba dan mengawasi
jalannya operasional tujuan peminjaman terutama bila dengan

tujuan produktif.

Agar pegadaian m mbuka barang jaminan berupa

barang-barang n setiap barang yang dapat

diperjualbelikan

ISLLAM
INDONESIA
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